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Nomor : B/87/E3/RA.00/2020       28 Januari 2020 

Lampiran : 4 (Empat) Berkas 

Hal : Pengumuman Penerima Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

    di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2020 

 

Yth. 1. Rektor/ Direktur/ Ketua Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta 

        2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s/d XIV 

 

Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan 

Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 

7/E1/KPT/ 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Penetapan Pendanaan Pengabdian kepada 

Masyarakat Tahun Anggaran 2020, Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan 

Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional 

Nomor 8/E1/KPT/ 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Penetapan Pendanaan Penelitian di 

Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2020, dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang 

Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi 

Nasional Nomor 9/E1/KPT/ 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Penetapan Hasil Review 

Pendanaan Penelitian Tahun Anggaran 2020, bersama ini kami sampaikan daftar nama penerima 

pendanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat tahun anggaran 2020 sebagai berikut: 

1. Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Non-PTNBH Usulan Tahun 2019  

(Lampiran 1) 

2. Penelitian Kontrak Tahun Jamak 2019-2021 yang dilanjutkan pendanaannya (Lampiran 2) 

3. Penerima Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (Lampiran 3) 

 

Kami informasikan bahwa penerima pendanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

Tahun Anggaran 2020 adalah pengusul yang proposalnya dinyatakan lolos seleksi, dan yang 

bersangkutan atau institusi telah memenuhi kewajiban sebagai berikut: 

1. Mengunggah laporan kemajuan sampai dengan tahun 2019; 

2. Mengunggah laporan akhir sampai dengan tahun 2019; 

3. Melaksanakan seluruh tahapan seleksi sebagaimana disebutkan dalam Panduan Pelaksanaan 

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi Edisi XII Revisi Tahun 2019 untuk 

skema penelitian desentralisasi bagi Perguruan Tinggi klaster Mandiri, Utama, dan Madya 

sesuai dengan hasil klasterisasi tahun 2019; 

4. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi penelitian secara daring sebagaimana surat Direktur 

DRPM dengan Nomor B/969/E3.1/RA.06/2019; 

5. Mengunggah berkas kelengkapan seminar hasil bagi pelaksana Pengabdian kepada 

Masyarakat sampai dengan tahun 2019;  

6. Tidak sedang dalam status tugas belajar baik untuk ketua maupun anggota, kecuali anggota 

pada skema Penelitian Pascasarjana; 
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7. Pendanaan penelitian diberikan dengan menperhatikan kuota berdasarkan h-index peneliti, 

kecuali untuk skema Penelitian Pascasarjana yang tidak dihitung sebagai kuota; 

8. Hanya menjadi ketua di satu judul Pengabdian kepada Masyarakat, untuk pendanaan 

Pengabdian kepada Masyarakat tahun yang baru. 

 

Adapun penelitian Penelitian Kontrak Tahun Jamak 2019-2021 yang dilanjutkan pendanaannya 

merupakan penelitian yang telah dinyatakan layak berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada 

tahun 2019. 

 

Apabila ada penerima pendanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana 

tercantum pada lampiran ternyata tidak memenuhi salah satu dari ketentuan di atas, atau pelanggaran 

terhadap ketentuan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Revisi Tahun 

2019 maka pendanaannya dapat ditinjau kembali. 

 

Berkenaan dengan hal tersebut, DRPM mengucapkan selamat kepada penerima pendanaan penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2020. DRPM mengucapkan terimakasih kepada 

pengusul yang telah berpartisipasi, bagi pengusul yang belum mendapatkan pendanaan tahun ini 

dapat mengusulkan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pendanaan tahun 

2021. Selanjutnya, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk menyampaikan informasi di atas kepada 

nama-nama yang tercantum pada lampiran di Perguruan Tinggi masing-masing. 

 

Perlu kami sampaikan bahwa mekanisme penyaluran dana akan dilakukan melalui kontrak. Berkaitan 

dengan hal ini, perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Untuk penelitian, diterapkan kontrak tahun tunggal dan kontrak tahun jamak. Kontrak tahun 

tunggal digunakan untuk kontrak penelitian yang pendanaannya hanya 1 (satu) tahun, 

adapun kontrak tahun jamak digunakan untuk kontrak penelitian yang pendanaannya  lebih 

dari 1 (satu) tahun.  

2. Kontrak dilakukan secara berjenjang. Untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN), kontrak 

dilakukan antara DRPM dengan Ketua LP/LPPM/LPM/Direktur Politeknik, adapun untuk 

Perguruan Tinggi Swasta kontrak dilakukan melalui Kepala Lembaga Layanan Pendidikan 

Tinggi (LLDIKTI) masing - masing wilayah.  

3. Pencairan dana penelitian dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu secara sekaligus dan secara 

bertahap; 

4. Untuk Pengabdian kepada Masyarakat di tetapkan kontrak tahun tunggal bagi semua skema 

dan pencairannya dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap. 

5. Para penerima pendanaan Penelitian akan diminta untuk mengunggah perbaikan proposal 

dan RAB sesuai dengan dana yang diterima. Informasi lebih rinci terkait pengunggahan 

perbaikan proposal akan disampaikan kemudian. 

6. Hal-hal lain yang terkait dengan penandatanganan kontrak, pencairan dana, dan pelaksanaan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat akan diinformasikan lebih lanjut melalui 

laman: http://simlibtamas.ristekdikti.go.id.  
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Berkaitan dengan data yang diperlukan untuk penandatanganan kontrak, bersama ini kami kirimkan 

Daftar Isian (Lampiran 4). Kami mohon Daftar Isian tersebut dapat diisi dan segera dikirim melalui 

email ke alamat tudrpm.ristekbrin@gmail.com, untuk Penelitian CC ke alamat email 

terapanriset@gmail.com dengan subjek Data Kontrak Penelitian dan untuk Pengabdian Masyarakat 

CC ke alamat email ppm.drpmristekbrin@gmail.com dengan subjek Data Kontrak Pengabdian, 

paling lambat tanggal 10 Februari 2020. Untuk PTS tidak perlu mengirimkan daftar isian karena 

Kontrak akan dilakukan dengan LLDIKTI Wilayah masing – masing.  

 

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih. 

 

 

 

 

         Direktur Riset dan Pengabdian  

         Masyarakat,  

 

          TTD     

 

                        Ocky Karna Radjasa 

         Tembusan:       NIP 196510291990031001 

          Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan; 
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Lampiran 2

Nomor : B/87/E3/RA.00/2020

Hal : Pengumuman Penelitian Kontrak Tahun Jamak 2019 - 2021 yang Dilanjutkan Pendanaannya

NO
PTN / 

LLDIKTI
NAMA INSTITUSI SKEMA NAMA NIDN JUDUL

DURASI 

PENELITIAN 

(Tahun)

STATUS 

USULAN

1 PTN Institut Pertanian Bogor World Class 

Research

MIFTAHUDIN 0019046205 Aplikasi Teknologi Omik (Genomik, Transkriptomik, dan 

Metabolomik) untuk Identifikasi Gen yang Berguna dalam 

Pengembangan Varietas Padi Toleran Kekeringan dan 

Tanah Masam

2 lanjutan

2 PTN Institut Pertanian Bogor World Class 

Research

ANURAGA 

JAYANEGARA

0002068301 Evaluasi Efektivitas Pakan Suplemen dan Aditif Peningkat 

Produktivitas Ternak Ruminansia dan Anti-metanogenesis 

Menggunakan Pendekatan "Big Data Analytics"

3 lanjutan

3 PTN Institut Pertanian Bogor World Class 

Research

ARIEF BOEDIONO 0005036411 EKSPRESI MARKA GEN IMPLANTASI PADA 

EMBRIO PARTHENOGENESIS DAN FERTILISASI 

SPERMA TUNGGAL PADA KUCING SEBAGAI 

HEWAN MODEL FELIDAE

3 lanjutan

4 PTN Institut Pertanian Bogor World Class 

Research

BAMBANG 

SURYOBROTO

0026035802 Adaptation and speciation in Sulawesi macaques 3 lanjutan

5 PTN Institut Pertanian Bogor World Class 

Research

CECE SUMANTRI 0012125920 karakterisasi gen-gen pengontrol kualitas daging dan 

ketahanan penyakit pada ayam lokal dan IPB-D1 dengan 

analisis RNA Deep Sequensing

3 lanjutan

6 PTN Institut Pertanian Bogor World Class 

Research

RD RORO DYAH 

PERWITASARI

0003046613 Profil Genetik Sapi Madura 3 lanjutan

7 PTN Institut Seni Budaya 

Indonesia Bandung

Penelitian Terapan HUSEN 

HENDRIYANA

0010037204 Eco design : Eksplorasi dan Aplikasi Material Bahan 

Pandan Berduri untuk Mendukung Ekonomi Kreatif Kriya 

Seni dan Pariwisata di Pangandaran

3 lanjutan

8 PTN Institut Seni Budaya 

Indonesia Bandung

Penelitian Terapan YANTI 

HERIYAWATI

0006037705 Pengembangan Kearifan Lokal Budaya Maritim Nusantara 

melalui Festival Pesisir Utara dan Selatan Jawa Barat

3 lanjutan

9 PTN Institut Seni Indonesia 

Denpasar

Penelitian Dasar I NYOMAN LARRY 

JULIANTO

0014078302 Nilai Interaksi Terhadap Rangsang Visual Ilustrasi dan 

Warna Pada Ruang Belajar dalam Upaya Mendukung 

Pembelajaran Siswa SD Kelas 1 - 3 di Bali

3 lanjutan

10 PTN Institut Seni Indonesia 

Denpasar

Penelitian Terapan I WAYAN MUDRA 0025116306 WAYANG BALI SEBAGAI IDE PENCIPTAAN  

KERAMIK KARAKTER INDONESIA 

3 lanjutan

11 PTN Institut Seni Indonesia 

Denpasar

Penelitian Terapan NI MADE RUASTITI 0022036503 APLIKASI MODEL SENI PERTUNJUKAN WAYANG 

WONG INOVATIF PADA GENERASI MILENIAL 

SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN SENI BUDAYA 

DAN PENGUATAN KARAKTER BANGSA

3 lanjutan

PENETAPAN HASIL REVIEW PENDANAAN PENELITIAN LANJUTAN DI PERGURUAN TINGGI TAHUN ANGGARAN 2020



NO
PTN / 

LLDIKTI
NAMA INSTITUSI SKEMA NAMA NIDN JUDUL

DURASI 

PENELITIAN 

(Tahun)

STATUS 

USULAN

1784 LLDIKTI 

WILAYAH 

VII

Universitas Ciputra 

Surabaya

Penelitian Terapan 

Unggulan 

Perguruan Tinggi

WIRAWAN ENDRO 

DWI RADIANTO

0506127102 Model Edukasi Untuk Meningkatkan Literasi Keuangan 

Wirausaha dalam Upaya Menjadi Wirausaha yang Unggul

3 lanjutan

1785 LLDIKTI 

WILAYAH 

VII

Universitas Darul  ulum Penelitian 

Kerjasama Antar 

Perguruan Tinggi

MACHRUS ALI 0706067103 Optimasi Photovoltaic Dual Axis Solar Tracking Berbasis 

Modified Firefly Algorithm

2 lanjutan

1786 LLDIKTI 

WILAYAH 

VII

Universitas Darussalam 

Gontor

Penelitian Terapan MUH. FAJAR 

PRAMONO

2119046601 CETAK BIRU PENGELOLAAN  BENCANA LONGSOR 

KABUPATEN PONOROGO – DARI ASPEK 

SOSIOLOGIS 

2 lanjutan

1787 LLDIKTI 

WILAYAH 

VII

Universitas Dr Soetomo Penelitian Terapan 

Unggulan 

Perguruan Tinggi

AMINULLAH 

ASSAGAF

0729015601 PENERAPAN APLIKASI KESEIMBANGAN 

MANAJEMEN KEUANGAN  BERBASIS SCORE 

MARGINAL UNTUK MENINGKATKAN KINERJA  DI 

PT PLN (PERSERO)

2 lanjutan

1788 LLDIKTI 

WILAYAH 

VII

Universitas Dr Soetomo Penelitian Terapan 

Unggulan 

Perguruan Tinggi

FADJAR KURNIA 

HARTATI

0711116601 Pengembangan Potensi Ekstrak Beras Hitam (Oryza sativa 

L. indica) Sebagai Alternatif Antikanker

2 lanjutan

1789 LLDIKTI 

WILAYAH 

VII

Universitas Dr Soetomo Penelitian Dasar 

Unggulan 

Perguruan Tinggi

FARIDA 0024046701 City Branding Kabupaten Bangkalan Sebagai Destinasi 

Wisata 

3 lanjutan

1790 LLDIKTI 

WILAYAH 

VII

Universitas Dr Soetomo Penelitian Dasar 

Unggulan 

Perguruan Tinggi

NUR SAYIDAH 0724057001 Model Pembelajaran Akutansi Forensik Dan Audit 

Investigatif Berbasis Revolusi Mental.

3 lanjutan

1791 LLDIKTI 

WILAYAH 

VII

Universitas Dr Soetomo Penelitian Dasar 

Unggulan 

Perguruan Tinggi

SRI UTAMI ADY 0715127001 EKSPLORASI PERILAKU OVERCONVIDENCE DAN 

COGNITIVE DISSONANCE  PADA INVESTOR DI 

BURSA EFEK INDONESIA 

3 lanjutan

1792 LLDIKTI 

WILAYAH 

VII

Universitas Dr Soetomo Penelitian Terapan 

Unggulan 

Perguruan Tinggi

AMIRUL MUSTOFA 0718016601 Pengembangan Model Layanan Pasien Program Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) Berbasis Kearifan Lokal Pada 

Puskesmas Sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 

(FKTP) Provinsi Jawa Timur

3 lanjutan

1793 LLDIKTI 

WILAYAH 

VII

Universitas Dr Soetomo Penelitian Terapan 

Unggulan 

Perguruan Tinggi

BACHRUL AMIQ 0721047102 ADVOKASI PELAKSANAAN UU NO. 21 TAHUN 2000 

UNTUK MENCIPTAKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 

YANG HARMONIS DAN MENINGKATKAN KINERJA 

SERIKAT PEKERJA DI JAWA TIMUR

3 lanjutan

1794 LLDIKTI 

WILAYAH 

VII

Universitas Dr Soetomo Penelitian Terapan 

Unggulan 

Perguruan Tinggi

VERONIKA 

NUGRAHENI SRI 

LESTARI

0725107101 PENGEMBANGAN MODEL EARLY WARNING 

SYSTEM UNTUK DAMPAK LIMBAH 

PEMBANGUNAN INDUSTRI MENGGUNAKAN 

SISTEM KONTROL pH

3 lanjutan

1795 LLDIKTI 

WILAYAH 

VII

Universitas Gajayana Penelitian Dasar ERNANI HADIYATI 0009045808 Model Strategi Pemasaran Kewirausahaan Sebagai Upaya 

Meningkatkan Kinerja Usaha UKM Berbasis OVOP Dalam 

Menghadapi MEA di Jawa Timur.

3 lanjutan
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LAPORAN AKHIR

PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI

ADVOKASI PELAKSANAAN UU NO. 2I TAHLIN 2OOO UNTUK

MENCIPTAKAN HUBLINGAN TNDUSTRIAL YANG HARMOMS

DAN MENINGKATKAN KINERIA SERIKAT PEKERIA DI JAWA

TIMUR

Dr. Bachrul Amiq, SH, MH



LAPORANAKHIR

PENELITIAN TERAPAN TINGGULAN PERGT'RUAN

TTNGGT (PTI"TPT) TAHUN KE_3

ADVOKASI PEL{KANAAN LTNDANG UNDANG No 21 TAHU|{ 20{X)
LTNTUK MENCIPTAKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG

HARMONIS

TMPENELITI

Dr. Bachrul Amiq, SII, MH

Dr. Ulul Albab, MS

Hartoyo, SH. MII

NIDN 0721047102

NrDN 0705086102

NIDN073r0r6601

Dibiayai oleh:

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarekat Direktorat Jenderal Penguat&n Riset dan
Pengembangan Kementrian Rise! Tehologi dan Pendidlkan Tinggi.

Sesuai Ikngan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2020.
No. Kontrak : Lemlit .(D4/8.1.0311iln020

LNII'ERSITAS DR. SOETOMO
SURABAYA

2020



D E TA I L  D O C U M E N T

Research

Detail Research

Unverified

NIDN Leader

0721047102

Leader Name

BACHRUL AMIQ

PDDIKTI Code PT (Leader)

071005

Institution (Leader)

Universitas Dr Soetomo

Title

ADVOKASI PELAKSANAAN UU NO. 21 TAHUN 2000 UNTUK MENCIPTAKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS DAN MENINGKATKAN KINERJA SERIKAT PEKERJA

DI JAWA TIMUR

Skema Abbreviation

PTUPT

Skema Name

Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi

The First year of the proposal

Tahun Pertama Usulan

2017

Proposed Year of Activities

Tahun Usulan Kegiatan

2019

The Year of The Activity

Tahun Pelaksanaan Kegiatan

2020

Duration of activity

Lama Kegiatan

3 Year

Proposal Status

didanai

Funds are approved

Rp. 165.082.500,-

SINTA Afiliasi ID

2037

Funds Institution

Universitas Dr Soetomo       in sync with Sinta Affiliation

Target TKT

TKT 6

Hibah Program

Penelitian Desentralisasi

Focus Area

Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)



Theme By DesignRevision

Fund Source Category

Fund Source

Country Fund Source

ID

Research Member

BACHRUL AMIQ

Registered in Sinta using BACHRUL AMIQ ( Sinta ID : 6005507 )

Status : Leader ()    |  Universitas Negeri Surabaya

HARTOYO

Not Register in Sinta

Status : Member ()   

ULUL ALBAB

Registered in Sinta using ULUL ALBAB ( Sinta ID : 6671405 )

Status : Member ()    |  Universitas Dr Soetomo

https://designrevision.com/


rafl;r€r€Ril

Direldorat Risat dan Pengabdian MasyaEld Dr€ktorat Jenderal Riset dan Pengembargan
Komerderian Riset, Teknologi, dan Peididikan Tinggi
Gedung BPPT ll Ladai 19, Jl. MH. Ihamiin lto. 6 Jakana Pusat
hth/!ir$itab.nas.rislekdldt.orid/

PROTEKS lSI LAPORAI{ AXHIR PET{EUNAN
OlhrarE msnyalin, m€nyinpan, menperbatyaf sabaglen alau ssluruh H laporan ini dalam MJk apapun

k€oJali oldr p€.r6hi dan par{6lda edministrasi ponelitian

lD Propo6al: 3S5326bo-703U.121 +b744€0d{tf 1 dgd22a
Laporan Akhir Penelitian: lahun ke-s dari 3 tahun

I.IDETMAS PENEUNA

A.JUOUL PE ELMAN

ADVOKASI PELAKSATI,A/AN UU NO. 21 TAHUN 2000 UNTUK MENOIPTTAKAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL YANG HARMONIS DAN MENINGKATKAN KINERJA SERIKAT PEKERIA DI JAWA
TIMUR

B. BlDAltG, TEraA, TOPIK DAN RUraPUtl BIOANG lUrU

Bilang Fokus RIRN / Bklang
Uogqulan Perguruan Imggi Tema I Tofrk 0ika ada)

Rurpun Birang
llmu

Manaj€men Pemerintahan dan
Kebi.iakan Sosial

'10.

Pengembanoan
mod€l
perEaturan
tentang diskesi
peiabal puuik di
dasrah dan studi
p€ratulan
perundang

undangan
tentang otonomi
daaerah

Humaniora

C. KATEGOBI, SKEXA, SBK TARGET TKT DAN LA A PEXEUNAN

LAPORAN AKHIR PENELITIAN MIJLTI TAHUN

Kaegod (Komperitil 
| Strala (Oasar/

Terapar/
Peng€mbangan)

SBK (Dasar,
Terapan,

Pong3mbangan)

NasimaY
Desentafsa{l

Penugasan)

Skema
Penelitian

Targ€t
Alfiir TKT

lama
Penelitian
(Iahun)

2. IDENTITAS PENGUSUL

MCHRUL AMIQ

KetJa PerEusul
c

0

6005507

Penelitian
Terapan
Unggulan
Porguruan

Tinggi

Peaelitian
Desantralisasi

SBK Risst
Terapan

SBK Ris6t
Terapao

6

Nama, Peran
Perguruan

'l'inggi/

lGstih.,si

Program Study
Baghn

Bidang Tugas lD Sinta H-lnder

Universitas Dr
Soetorno

llr'ru Hukum

OT ULUL ALBAB Universitas Dr
Sostomo

I

Sebagai anggota
peneliti yang

llmu
Administrasi

c

I I i

I

I I
I

3

I

I

I

I

I

I

I

I



Anggota
Pengusul 1

bedugas untuk
menyelesa €n
kaiian dan

Peftrfuftrn
adrinislt'asi
lonsga ke.ia
terkait
perundangan dan
iqrika-sinfa
dalam
masyarakd.
Berirgas Fia
urfuk mgrtlafltu
ptblilqsi Frral
intemasional dan
brJku.

I

HARTOYO SH.,
MH

Anggota
Pengusul 2

Unfuersitas Dr
So€tomo

llmu Hukum

S€bagai anggota
penetiti yang juga

befi4as untuk
msrEumpul€n
data dalafli
,nasyamkd,
mdakul€n ka$an
ks mifa dan
melihd ddam {isi
hukum dan
perundaflgan di
lndonesh.
bertarEqurE
jawab pula unuk
mllyrrsun
dseminad
seminar dan
rn€mbantl
menyusn kEran
kebiialqn pr.{rik

0 0

3. IITFA KER.'ASAIIA PENEUNA'{ (JIKA AOA)
Pelaksanaan ponalitian dapat melibalkan mitra ksriasama, yaiiJ mibs keriasama dalam melaksanakan
perditian, mifa se@ai calon pengguna hasil penolitian, atau mitra inrrestor

llama Mitra

Mitra Calon ParEguna Daniol Sahata,SH

.. LUABAN DAI{ TABGET CAPAIAN

LurBn Wallb

l<eleranga[t (ud dan nana
jumal, rrf,'nertil url paten,
kete rang an scjenk hi NVa\

Luaran Tambrhan

Tahun
Luaran

Jenis Luaran

S-tatus target capaian (
a@pd, publ ish d, lqdaltat

atau grantd, atau s,anrs
lainnml

Dohlmentasi hasil uii cooa
produk Ada

Tahun
Luaran

Jenis Luaran
Status larget capaian (@pld,
published, ledatw elau grante*

atBu sb.tus hinnyet

Kelerangan (ud dan nama jumal,
,€'ne/all, url Nten, keteraogan

sojenis tainnya)

granted

I

Mira

I

s I xar oUa

I



Jumal intemasional di Ardtive ol
Business R8s8arcfi, Unit€d
Kingdom atau s€tara.

5. ANGGARAI{

R€ocana anggaran tiaya pondilian rnengacJ pada PMK yerlg b€rlaku dongafl bosaran minimum dan
malsimum sebagaimana diatrr pada hrku Panduan Penefrtian dan Pongabdian bpada Masyarakd Edisi
12.

Totel RAB 3 Tahun Rp. 165,083,m
Tahun 1 Totrl Rp. 0

Tahun 2 Total Bp. 0

Tahun 3 Toral Rp. 155,(B3,(m

Tolal

Paket

Pelaporan, Luaran Waiib,
dan Luaran Tambahan

PuHika-si anikd di Jurnal
lntemasional

Paket 3,350.000

2,50C,000

Buku Aiar (ISBN) sudah terbit
Buku Felerensi lmplikasi

Perundangan dalam Serikd
Pekerja

3

Publikasi llmiah
Jumd
lntemasional

accepted/published

Prosiding dalam
penemuan ilmiah
lnternasional

sudah terbiusudah dilaksanakan
S€minar lr €masional te'l€it

Hukum dan Ketiiakan Adminislrasi
Publik

Jonls P€mbelanjaan Item Sstuan Vol.
Blrya

Satuan

Analisis Dala HR Pengolah Oata
P

(penelitian)
1 r,500,0@ 1,500,000

Honorarium narasumbet OJ ,l 1,500,000 1,500,000

Analisis Data OH 14 300,000 ,1,200,000

Analisis Dala Biaya konsumsi rapat OH 21 67,000 1,407,000

Bahan ATK Paket 1 3,742,000 3,742,0@

Pelaporan, Luaran Wajib,
dan Luaran Tambahan

Biaya seminar irtemasional 1 14,200,000 1430O,000

3,350,000

Pelaporan, Luaran Waiib,
dan Luaran Tambahan

1 3,500,000 3,500,000

'11 300,000 3,300,000

Pelaporan, Luaran W4ib,
dan Luaran Tambahan

Eliaya konsumsi rapat 16 67,000 1,072,000

Pengumpulan Data 'I 14,81,1,000 '1il,814,00O

Pengumpuian Oata 1 0 250,000

Pengumpulan Data 300,000 18,600,000

Pengumpulan Data Biaya konsumsi OH 94 6,298,000

138 150,000 20,700.000

Peflgumpulan Data Uaflg Hadan OH 138 '160,000 22,08C,000

I

1

Analisis Data

Uang l-larian
I

l:6*^'*""'*@ l,*,
Pehporan, Luaran WaiiU, I Uam trarlm rapat dl dahm I ^. .
dan Luaran Tambahan lf<antor l"

l*
I

I 
reo oen*apan cenermn lt*

I XR S.t 
"t".i"Uea.ini.rr""i

I 
Peneriti F-

lUang 
harian rapat di Oalam lo,

lKamol I

Inl
I ez.ooo

Pengumpulan Data 
i 
fr-"Cort lox lr."rn I


Rectangle



1.1,720.000

6. HASIL PE EUTIAN

A RI|GKASAI{I Tuliskan tbcaE dngkas latar balakang porditian, tuiuan dan tahapan meiode ponditian, lu3ran
yang ditargetkan, serta uraian TKT penetitian.

Penelitian tahun k€ tiga meneliti tentang 1). uji coba model p€muhlsan hubungan keria
pada pekerlalburuh di perusahaan CV Profil 88 karena kasus pandemi Covid 19 yang
menyebabkan proses produksi terhambat. 2). Pendampingan pembuatan pembaharuan
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pada Pengurus Unit Kerla Serikat Pekeria Aneka lndustri
Federasi Serikat Pekeria Metal lndonesia (PUK SPAI FSPMI) Perc€takan Enam Jaya, dan
3). Usia pensiun yang belum ditetapkan dalam UU No. 13 tahun 2003 secara ielas dan
tegas, sehingga pekeiia/brruh dirugikan ketika telah memasuki usia pensiun. Tuiuan
Penelfian ini adalah untuk implementasi hasil uji coba Model D€terminan Advokasi
Pelaksanaan Undang Undang No. 21 Tahun 2fi)0 Uuntuk Menciptakan Hubungan Indusfial
Yang Harmonis Dalam Rangka meningkatkan Kinerja Serikat Pekeria di Jawa Timur dengan
melalukan demonstrasi model pada lingkungan masyarakat terbatas serikat pekerja yaitu
PUK SPAI FSPMI Percetakan Enam Jaya, PUK SPAI FSPMT CV profit 88 dan DpC SpSt
kota Surabaya. Naskah akademik" buku referensi. TKT dan hasil penelitian adalah 4, yaitu
telah terkumpul data yang tervalidasi pada lingkungan simulasi atas kegiatan penelitian ini,
serta telah diserahkannya naskah akademik tentang usia pensiun bagi pekeria/buruh di
lndonesia pada ketJa DPRD Propinsi Jawa Timur.

B. KATA KUNCN: Tuliskan maksimal 5 kata kunci.

Naskah Akademik, PKB, Usia Pensiun

Pengisian pdn C aarpai dsngan poin H merullqJti tfidab bdil(n dan tidak dbatasi lumlah kata stau hataman
narn n disarar*an sdinOkas rurEkin. Dalarang nlooghspus/il| odfikasi l€rnde atalpfi m€ngh4ljs p€.*{asar d
ssti.rp poin.

C. HAISIL PELAKSAIUA PE {EUTIA : Tulidqn s€cera ringkas h&C pelaksanaar ponetitiar y3lrg telah dcapai
sosuai tahun p€laisanaan p€nelitian. Peny4ian dspat b€rLpa data, hasil analisis, dan capaian hErar (w8iib &n
atao tambahan). Ssluruh hasil atau capaian yang dhpo.l€n harus Hqitan dongan tahapan pelaksanaan
penelfian sebagaimana dirsncanakan pada proposal. P€nyaiian data dapat berupa gambar, tab€I, grafih dan
soienisnya, sorta anallsis didukung dsrEan sumber nEtaka p.imer yarE relevan dan terkinl.

Jenis P6nbelanlaan ll6m Saluan Vol.
Blsya

Srluan Tolal

Pengumpulan Data HR Pembantu Lapangan OH 1U 80,000

Pengumpulan Data HR Pembantu Peneliti oJ 552 50,000 27,600,000



Pengisia poin C sampai dengm poin H mcogikuti trmplate bcrikut dm tidat &'batasi junlah k8t8 atau halama
naurm disararkaa s€ringhs mugkin. Dila'ang nangfuapuVmemodifik,si tcrnplatc .stalpm menghryus
penjelasan di s€tiap poin.

Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi PI'I.JPT pada tafuua psrtama menghasilkan

model determinan advokasi pelaksaman Undang-Undang No. 2l Tahun 2000 untuk

menciptakan Hubungan Industrial Yang Harnonis dalam rangka menciptakan kin€da

s€rftat pekerja di Jawa Timur. Pada tahun kedua dilahkan Uji Coba Model pada

masyarakat tertentu yaitu Pengurus Serikat Pekerja Seluruh tndonesia (SPSD, pengurus

Fedsrasi Serikat Pekeda Metal lndonesia (FSPM), Serikat Pekerja Niaga dan Bank (Sp

NIBA), PT JACOBIS, PT AJBS dan DISNAKER Kota/Kabupaten dan

DISNAKERTRANS JATIM. Pada tahrm ke tiga dilakukan Uji Coba Model dan Evaluasi

Ir{'lementasi Model Advokasi Uji Coba Model dilahkan pada PtlK SPAI FSPMI CV

PROFIL 88 dan PUK SPAI FSPMI PERCETAKAN ENAM IAYA yang belum selesai

Uji Coba Model penelitian tahun kedua dan dilanju&an pada tahun ketiga. Mdode

Advokasi Uji Cob@ Model yaitu : pendaryiugaa pelatihao, penyelesai perselisihan

bipartite melatui mediasi, konsoliasi rlan arbitrase. Adapun hasil dokumentasi Uji Coba

Model dapat dijelaskan pada uraian di bawah ini :

1. Uji Cobe Determinen Advokrsi Peleksaneen Undrng-Undeng No. 2l Tahun 20fi)

untuk Merclptakrn Eubungrn Industrid Yeng Eermonig Delam Rangke

Meninghtken Kincria Seriket Pekerje di Jewr Timur : Advokari pemutusrn

Eubungrn Kerja di CV PROFIL E8

1.1. Permesrlrhrn :

PimFinan unit ke{a serikat peke{a aneka industri federasi serikat pekerja ffial
Indonesia percetakan Enam Jaya (PUK SPAI FSPMI pEI) di sahkan dengan No. SKp

: 250/24131436.6.12N/2014 dan No. SKPC : Kep.003/SIVpC_SpAI_

FSPMySBY/vlu2ol7 , serta rrcmiliki sekretariat di jalan Bulak Rukem Timur u52A.

Paademi covid 19 di Surabaya berdampak pada sector lndustri khususnya don sektor -
sektor lainnya Perusabaan CV. Profil 88 mengalami kezulitan untuk rnemperoleh

bahan baku, sehingga volume produksi renurun Protokoler kesehatan mengaharuskan

perusahaan CV. Profil 88 hanya merrpekajakan sebagian pekerja dan tidak menerima

c. EASIL PEI,AXSANAAI\I PENELIIIAN Tuliskan secSni ringtas hasil pelaksaaaan pcnelitian )aog teiah
dicapai se$x tahun pelaksaartr pcaelitian. Penlajian meliputi data, hasil analisis, dan caparan luaran
(wajib dan atau tambahan). Seluruh hssil atau capalan yang dilaporkan barus berkaitan deaga" tahapan
pelaksanaan penelitian sebagaimatra dirsrcanakm po& proposal Penyajian data dapat berupa gambar,
tabel, grafil, dan sg€nNnya, s€f,ta analisis didutung dengan srmber pustaka p{-rme( yanS relevan dan takini.



rryah scrta secara sepihek m€mrtuskan untuk memberi THR kepada

karyawan sebesar 5@/o. Kondisi ini meresalrkan sehruh karyan'an CV. Profil 88 dari

pibak karyawan menginginken untuk bisa tdap bekerja s€tiap hari s6hingga pek{a
hruh membutuhkan pe,ndaryingan Advotasi dalam perundingan - perundingan

bipartit untuk meryertahankan agar pekc{a/ buruh bisa t€t8p bekerja selamanya Oleh

karena itu uji coba model determinan Advokasi pelaksanaao undang - rmdang No. 21

tahun 2000 utuk merciptskan hubuogan Industrial yang harrronis datam rangka

meningkatkan kinerja serikat peke{a di Jawa Timur dapat dilahkan pada PLJK SPAI

FSPM CV. kofil E8 dalam bentuk peodaryingan Advokasi penrndingan Bipartit

dengan penrsrl'e"n CV. Profil 88 ma4un perundingan Bipartit di Disnaker Kota

Surabaya Disnaker Trans Jatim dan di BPJS.

lr.lrtids D.t Uji Coba Model
pr61 tqnsgal 13 April 2020, perusataan rrelakukan rotasi pekerjaan dengan

sistem 3 hari kerja 3 hari libur. Selama libur digaji SU/o dari gaji pokok utuk yang

bekerja dibayar penuh- Kebijptxn peflrs.haan CV. Profil BB mendapat reaksi dari pUK

SPAI FSPM CV. Profil 88 dengan membuat surat dengan No. : 00llpUK-SpAI-

FSPMVCV. Profil 88/SBY/w/2020 pada tenggal 16 April 2020 kepada pimpinan

Perusahaan CV. Profil 88. Permohomn perundingan Bipartit kepa& piryinan
perusahaan CV. Protrl 88 untuk melakuhn musyawaratr pada hari Sabtq -l 8 April 2020

(I^aryiran l). Dalam rangka menyelesaikan pernasalahan yaitu :

1. Pekeda diliburkan/ dirumatrkan

2. Izu baha Trmjangan llari Raya (IHR) akan diberftan 50olo kepada pekerja

Nannu CV. Profil 88 tidak bersedia melakukatr penmdingan Bipartit, namun membuat

suratjawaban atas perundingan aipartit deogaa nomor surat : O0I/J/EXTIP.ggtrvl2o2o

deogan rlesan sebogai bcrikut : (taryiran 2).

l. Negara sedmg p€rihatin dalam pcoanga&n Covid 19 sehingga

diterapkan sistem Physical Distanciog dm Social Distancing, artinya mengurangi

untuk berjunpa dengan orang lain

2. Bahwa saat ini sedang sulit dan tidak dapat beroperasional scperti

biasa.

3. Bahwa perusahaan membutuhkan biaya unok membayar angsutan Bank dan

. B.nga Bank.

4. Bahwa perusahaan tidak ada p€Dasukatr namun biaya harus tetap d.ibayarkaq

khususnya gaji pegawai.



5. Bahwa urtuk menjaga itu semua d4n agar p€n sahaan dapat bangkit kembali

setelah Covid 19, maka dengan terpaksa m€ruDahkan sebagian

ka4tawan dengan tidak mendapat upah dar THR untuk tahun 2020 dibayarkan

str/o.

Atlapun uji coba model dilakukan sebagaimana kronobgi perselisihan kepentingan

agar pegawai tetap bisa bekerja diperusahaan CV. Profil 88. Adapun masatah dari

jawaban surat CV. ProfiI 88 sebagai berikut :

l. Bahwa menurut peketjal buruh s€snai pasal 93 ayat 2 huruf F UU No. 13 tahun

2003, kebijakan perusahaan meliburkan pekerja t-npa adanya perundingan terlebih

dahulu dengan serikat pek€da .

). gllernant Tunjangan llari Raya CIIfR) yang diberikan perusahaan kepada

karyawan agar sesuai dengan I{EPMEN No. 06 tahun 2016.

Selanjutnya PLJK SPAI FSPMI pads teggal 20 April 2020 mengajukan srat
permobonan perundingan Bipartit yang dileksenatan pada tanggal n Apil 2}2fi.

(Irryiran 3). Surat pennohonan perundingan Bbartit ini menguleng surat pertama

yaog dikirimkan pada piryinen penrsahaaa CV. Profil 88 karena PIJK SPAI FSPMI

CV. Pmfil 88 kurang puas derganjawaban surat )ang dibuat perusahaan CV. Profil 88.

pada t*nggal 23 April 2020 tehh dilalukan penmdingan Bipartit mtra CV. pr,ofil

88 d€ngan PLJK SPAI FSPMI CV. Pr,ofil 88 berteryat di CV. Profil 88, Jalan

IGdinding Tengah Jaya 2 No. 39 - 43 Surabaya uotuk rrcmbahas teutang :

a. Pekerja yang diliburtan atau dirumatrkan deogao nanu yang tercantum

b. Isu bahwa THR akan diberikan s(P/o kepada pekerja

Ad4un risalah penmdingan sebagai berikut :

l. Pendapat piryinas perusanaan / pcrwakilan / kuasa penrsahaan CV. profil 88 :

(hryiran4)

a Bahwa apa yang jadi tuntutan dari pcrwakilan pekerja akan disaryaikan kepada

piryinan perusahaaq mengingat koadisi perusahaaq kondisi nasional dan

internasional terkait wabah Covid 19 serta keuaogau penrsalaan

b. Perusahaan terpalsa rcrumahkan sebagian dengaa tidak

mendapatkan upah.

c. Untuk THR tahun 2020 hanya mampu rrmbayar 50olo dari upah tahun 2020.

2. Kesimpulan Pendapat Para Pihak :

Tidak ada titik temu (tidak ad8 kesepakato) antara kedua belah pihek dan



ditindaklanjutin pada pertemran ketiga.

Pada tanggal 27 April, 2O2O, An. Profil 88 menasang pengumuoan bahwa

perusahaan CV. Profil 88 ttttup per tanggal 27 Aprn 2020 (Larryiran 5). Penutupan

perusanaan secara tiba - tiba membuat sefuruh PUK SPAI FSPMI CV. ProfiI 88 dan

pekerja atau buruh panik, maka pada taaggll 27 Ntn 2020 telah dibuat surat

pengaduan permasalahan ketenagakerjaan di Dimaker Trans Jatim (t -rnniran 6).

Bahwa adanya permasalahan ketenagakdaan dari CV. Profil 88 yang belum selesai

yaitu :

l. Diliburkan/ Dirumahkaonya pekerja di CV. Profil 88 tarya ada perundingan

dengan peke{a

2. Bahwa selaku PUK SPAI FSPMI CV. Profil 88 zudah menyaqraikan surat

perundingan Bipartit I dan 2.

3. Dengan tanqgapan dari pimpinan perusahaan CV. Profil 88 sebagai ffiut :

a. Karyawan dirumahkan selama 3 hari berkelanjutan dergan bergiliran

b. Dibenkar Wah 50%.

4. Dfttuga piryinan akan membayar TI{R pada atau pekerja

50o/o.

5. Bahwa piryinan perusahaan CV. Profil 88 menutup perusahaan CV. Profit 88

teranggal 27 epril 2020 sarqai menunggu informasi lebih lanjW.

6. Perusahaan tutup t€rtanggal 27 A$n 2020 taqa adaqra pemberitahuan kepada

pekerja atau buruh-

7. Dan hak - hak pekerja i buruh belum ada kejelasan.
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Gambar 1 : Uji Coba Moilel Pendanpingan Alsi Demo penutupan pentsahaan

pada tangal 27 Apfl 2020

Uji coba model lebih banyak dilakukan dengan memberikan Advokasi kepada

s€rikat pekerja yaitu rrrngedukasi PtlK SPAI FSPMI CV. profil 88 untuk

meningkatkan pemabaoan udang - undang keteoagakerjaan yang mrsih berlaku,

terltang p€m$usan hubungaa kerja. Berhubung DISNAKER TRANS

JATIM belum merespon surat pcngaduan permasalahan ketenegnkerjaan ini, maka Ujl
Coba Model dilakukan dengan rrembuat srrat pengaduan permasalahan

Ketenagakerjaan ke Dlnas Tcnaga Kerja kota surabaya. Krena zubtansi permasalahal

dalam rana wilayah Kota Suabaya , maka 5r4ng lebih berkoopenten dalam

menyelesaiken p€flt asahhqn yang ada dipenrsahaan cv. profil gg adalah Disnaker

Kota Surabaya.

uji coba model dilak,kan dengan mendampingi pLJK SpAJ FSpM mencatatkan

persetisihan hak ketenagakcrjaan ke Dinas Teraga Kerja Kota Surabaya p363 tonsgal
15 Mei 2020, dengan pokok permasalahan yaug sama fi6duksn [g linas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Jawa Timur (Larryiran 7). selajutnya rrediasi dilarorkan oleh

mediator hubungan Industrial. uji coba model dilakukan dengan Advokasi menghadap

Kabid Hubungan Industrial, persyaratan kerja dan jaminan Sosial Dinas Tcnaga Kaja
Ifuta surabayd" maka diputuskan mediasi dilakrkan mlalui daring (online) dengan
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aplikasi Zoom, kaftna di Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) Kota Surabaya selama

masa Covid 19 diterapkan sistem Physical Distarcirg dan Social Distancing. Uji coba

modal dilakukan dengan memherikan pelatihan perhitungm {Jang Pesangon pemrtusan

hubungan kerja yaitu pasal 156 Undang -Undang .13 Tahun 2003, terdiri dari Uang

pesangon sesuai kesntuan pasal 156 ayat Q), nrng prnghargaao masa kerja sesuai

ketenoan pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4).

Pada tanggal 18 Mei 2020 mediasi dilakukan oleh Disnaker Kota Surabaya melalui

aplikasi Zoom. Dari pihak perusabaan CV. Profil 88 tidak hadir. Bipartit ini dihadiri

oleh PUK SPAI FSPM Sdr. Denny dan Sdr. M. Rizal Rambe. Hasil risalah Bipatit,
disaraokan utuk Bbartit lagi dengan medapat sarao dari Disnaker Kota Surabaya-

Uji coba rnodel mernberikan Advokasi p€latihen perhitungan uang pesangon

pemftsan hubungan kerja Adapun Uji Coba Model Advokasi dalam b€ntuk pelatihqn

teotaDg p€rtitungan uang pesangon Pemrtusan Hubungao Kerja dapat dijelaskan

sebagai berikut :

Pcrhltulgm Ueng Pesengon Pemutusan Hubungen Kerja.

Adapun perhitmgan Ua.g Pesangon Pemrtusan Hubnrngan Kerja diatur

didalam Uodang-Undang No. I 3 Tahrm 2003 sebagai berkut :

a- Perusahan Melah*an Efesiensi

Iika Perusahan melakukan perarqingao uau efesiensi kepada pekerja / bumh

akan mend4afkan dua kali u"ng p€saqgoq satu kali uang penghrrgaan masa

kerja dao satu tali pergantian hak tlal ini di atur dalam pasal I 6a ayat (3), yaitu:

'?engusaha dapat melakukan pemutusan kerja tefiadap gekerlal

htruh ke€na p€rusahaan fifup bukan karena mengalami kerugian 2 (Dua) tahrn

bertuntr-tlrut atsu bukm karetra keadaatr memaksa (force Majeur) tetapi

perusshaan mlakukan cfesiensi, dengan ketcntuan pekerja buruh berhak atas

urng p€saogon sebesar 2 (Dua) kali keteotuan pasal 156 alat 2 @ua), nang

penghargaan rnasa kerja sebesar I (S*u) kali ketentuan pasal 156 ayat 3 (Tiga)

426 .rang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 a).at 4 (Eryat)',

b. Perusahaan Mengalemi ferce ffijeur
'Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja @HK) tertadap

pekerja/buruh karcna perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami

kcrugian berhrut - turut s€lama dua tahuo/force majeur, hal ini di atrn dalam

pasal 164 yang betbuayi : Pas.l 164 ayat (l) pengusaba dapat melakukan

p€mrtusan hubungan kerja tertadap pckerja/ buruh katena pausanaan tunry



disebakan perusahaan mengalami kerugian secara tenrs nenerus selama 2 (dua)

tahurL atau keadaan memaksa (force majeur) dmgan ketentuan pekerja/bumh

berhak aras rrng pesangotr sebesar (l) kali ketemran pasal 156 alat (2) uqng

penghargaan masa kerja 1 (Satu) kali kdentuaa pasal 156 ayar (3) dan u"rrg

penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4)"

Akan tet4i kalau pcrusahaan tutup karera bukan kerugian secara ter s -
111sg1ss s6lerna 2 (Dua) tahun atau keadaan remaksa (force Majeur) tetapi

karena efesiensi mata peter!/buruh dapat pesangon yang diatrn dalam pasal

164 afiat (3) fiaitu;

'?engusaha dapat melakukan pernrtusan hrbungao k{a teftadap perker/buruh

karena perusahaa-n tuhp bukan karena rengalami kerugian 2 @ua) tahun

bertmt tuni dau bukan karena keadaaa mmaksa (force majeur) tetapi

perusanaan mlakukan efesiersi rtengan teteduan pekerja/hruh berhak atas

uang p€sangon s€besar 2 @ua) kali ket€ntuao pasal 156 ayat 2, uang

masa kerja I (Sdu) kali ketentuaa pasal 156 ayat (3) dan rang

peoggartian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayar (4)

c. Perusahaan Pailit

Perusabaan Fng rcngalsmi pailit pekerja/hrnrh akan Eendapatkan pcsangon

yang perhitungannya diatur dalam pasal 165 yang berbunyi :

'fengusaha dapat 66latrrkrn pemfusaD hubungan kerja terhadap

pekda/h.nh karcoa perusahaan pailit, d€ogan k€tcntuaa pekeqia/hruh b€rhak

atas uang pGaqgon s€b6ar I (satu) kali ketennran prsal 156 alat (2) uang

msa kerja sebesar I (satu) kali ket€ntuan pasal 156 ayat (3) dan

u-ng penggarfian hak s€suai keteofuan pasal 156 ayat (a)"

Pada tanggpl 18 Mei 2020 Uji Model : Advokasi pendampingatr penrndingn

Bipdtit etara CV. kofil 88 dengan Pt K SPAI FSPMI CV. profil gS

membahas tentang pemberian hak pesangon k€pada pckerja/buruh yang di pHK risalah

Bipartit : perusahaan memberikatr uang pes&ngon sebeser Rp. 1.000.000,- pertahrm dan

TTIR dibaya*an 5070. Tanggapan pckerja/hruh rnerninta uang pesangon sesuai

dengan peraturm kctenagakerjaan undaqg rmrtqng No.l3 tahun 20O3 pasal I56 ayat (2)

ya.itu ,'eng pes:mgon dihitung dari lama masa kerja satu tahun satu bulan upatl uang

penghargaan sesuai pasal 156 ayat (3).

a. Masa kerja 3 (tiga) tabun / lebih tctapi kurang dri 6 (cnam) tahuA 2 (dua) bulan

upah:



b. Masa ke{a 6 (enam) tahun / lebih tetapi kurang dari 9 (Sembilan) tnhun, 3 6ig6;
bulan upah:

c. Masa kerja 9 (sembilan) tahrm / lebih tet4i kurang dari 12 (Dua Belas) tahun 4

(eryat) bulan upah:

d. Masa kerJa 12 (dua belas) tahun / lebih tet pi kurang dari 15 (Lima Belas)

tahun,5 6;-", bulan upah:

e. Masa kerja 15 (Lima belas) talrun / lebih tetapi kurang dari 18 (Delapan Belas)

tahun 6 (eoam) bulan upah:

f Masa kerja 18 (Delapan Belas) tahrm / lebih taapi kurang dari 2l (Dua puhh

Satu) tahuaT (Tujuh) tulan upah:

g. Masa kerja 2l (Dua Puhrh Satu) tahrm / lebih tet4i kuraog dari 24 (Dua puluh

Eryat) tahm,8 (Delapan) bulan upah

h. Masa ke{a 24 (Dua Puluh Eryat) tahun / hbih,l0 (Sepuluh) bulan upah

Dan Uang pergantiaa IIak sesuai pasal 156 ayat 4 @ryat)
a Cuti tahunan yaqg belum diambil dan behm gugur :

b. Biaya atau ongkos pularg rmtuk pekerja/hruh dan keluargaqra ke teqat
dimqna pckerjafttruh diterima bckerja ;

c. Penggantian perumahan s€rta p€ogobatsn dan perawaran ditdapkan lsyo dfri
uang pesangon dm uang pnghargaao rrasa k€rja bagi ydng remeruhi syarat;

d. Hal - bal yang ditetapkan <fahm perjanjian kerja peraturan perusahaan atau

perjanjain kerja bersama.

Perudingan Bipartit m tidrt terjadi kesepatatan dan eknn dilajutkrm pad8 p€rundingan

Bipartit fV. Uji coba mdel terus dilanjutkaa dengan meaganalisi5 ft6adfui lsrnarryuan

p€rusahaaq rtengan keterbukaau dari pihak mnmagenren perusahaan CV. profil gg dao

analisa keuangan CV. Profil 88 s€rta data produksi dan penjualaq maka

d4at di irulikasikan koadisi penrsahaan CV profl mcndekati psilit. Uji coba model

Advokasi kcpada senlat pekerja untuk rnemahami kezulitan perusahaaa cV. profil gg

d8n etikat baik perusahaan setehh ada kesadaran dao pengertian dari pLiK spAr
FSPMI cv. P'ofil 88 maka dilakukan Bipartit rv yang direncanakan pada tanggsl 20
Mei 2020.

Pada tanggal 20 lll{Lei 202O dilakukan perundingan berpartit IV membahas

tentaag urng pesargon pemrtusan huhlngan kerjo" uji coba mdel dengan

pendampingan Advokasi untuk mencapai kesepakatan atas besarnya uang p€sangon-

Dengan adanya keterbukaan, fternrnikasi pemahaman peraturan ketenaga k{aan,



kondisi kemapuan perusahaan, akhirnya terjadi KESEPAKATAN PEMUTUSAN

HUBUNGAN KERJA dan mendapat uang pesangon 75%. Kesepakatan pemutusan

hungan kerja dibuat dalam perjanjian bersama pada tanggal 22 Mei 2020 (lampiran 8)

Gambar 2 : Uji Coba Model Pendampingan Perundingan Bipartite PW SPAI FSPMI

CY PROFIL dengan Pengacara Perusahaan

,

i.:ri:a r-, ,-:-,|,: 
"r i:r.ir ira - -

Pad'a tansgal2lrmi 2020 uji coba model: Advokasi pendaryingan akta butri

perjanjian bersama melalui Bipartit di pengadilan negeri Surabaya (Iarnpiran 9).

Adapun isi dan klausal perjanjian bersama adalah sebagai berikut:

1. Pibak pertama I (Kesatu) dan pihak ke tr @ua) sepakat rmnak mengahiri hubungan

kerja sesuai kesepakatan bersama pada taoggal27 1ryi12020-

2. Pihak pertama I (Kesatu) akan membayarkan tunjangan hari raya tahun 2020 dan

"ang kopensasi serta hak lainnya kepada pihak ke II (Dua) setelah semua brkas

lengkap sebagaimana ketentuan klausal I paling lambnl ll4 jam dengan dieqgsur

sesuai jadwal terlampir;

3. Bahwa pihak ke II ftedua) sepakat untuk menerima pembayaran THR tahun 2020

dan u"ng konpensasi serta hak lainnya dari pihak ke I (Satu) sebagai hak

pemutusan hubungan kerja sesuai kesepakatao bersama dengan rincian tedarryir;

4. Bahwa pembayaran sebagaimana ketentuan klausal Itr (Tiga) akan dilakukan

melalui transfer bank ke rekening penerima kuasa yang telah disepakati ,tan telah

dinrjuk oleh para pemberi kuasa atas nama pllr[f AGUNG SUSIO Baok BRI

No. 058401030381503 dengan pembay"mn di4ngsur sesuai rincian terlaryir;



5. Bahwa pihak ke I (Satu) akan memberkan keseryatan bekcrja kembali pada pihak

ke II @ua) apabila perusahaan buka kembali yang dikelola oleh pibak ke I (Safu)

sesuai ket€,[tuan penmdangan yang berlaku, namun apabila dikelolah oleh pihak

lain melre pihak ke I (Satu) tidak ada kejawiban rmtuk meryerkerjakan kembali,

begitu pula pihek pengelolah baru tifuk dib€bad hak dan kewajr'ban atas kewajiban

pihak Ks I (Satu) dan pihak ke tr (Dua) setelah perjanjian Ssl5ama ini ditanda

tangeni okh pihak.

6. Bahwa para pihak bersqakatan untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan

cara nnrsyawarah mufakat pada pengadilan negeri Surabaya;

7. Bahwa para pihak bercAakat tidak akan melakukan saling menrntut baft perdata

maupun pidana dikemudian hari setelah perjanjian bersama ini ditaada tangani oleh

Parah Pihek;

8. Bahwa perjanjian bcrsama ini dibuat oleh para pihak rangkap dua deogan dibubuhi

rnatsrai )rang o*up dan dibuat deogatr penuh kesadaran serta itftat baik bemama

rmtuk dilaksaneken dan dipatuhi bersama

Pada tanggal 3 ,utri 2020 PUK SPAI FSPMI CV. Profil 88 mengajrken sg61

p€ogajrten PI ( ke BPIS kesohatan (I^ampiran l0). Hasil risalah penmdingan :

l. BPJS Kesehatan mengacu pada sisem Edabu, ryabila pekerja/buruh dftefuarkan

dari sisem Edahr oleh pihak perusahaan otomatis pekerja/hrnrh tidak bias ikut

BPJS PBI yang gratis selama emm bulan yang ditanggung oleh

pemrintah-

2. BPJS Kesehafan ditolak dengan alasan karena tidak adarya keputusan dari

pengadilan tentang Pemtusan Huhmgan Industrial



Gombar j : Uji Coba Model Advokasi pendampingaa pengajuan PHK ke BPJS

Kesehatan

Deogpn dsnikian dryat disiryulkan hhwa Uii Cobe Model herminrn Advokrsi

Pclekrrnean Undeng-Undeng No. 21 Tehun 2llUl untuk M6dpt*sr Eubungan

Induituid Yeng Eermonis Dalrm Rrngka Mmfuglrell Kinerje Serikrt Pekerie di

Jawa llmur. DAPAT DITERIMA DAN DILAKSANAKAI\ DENGAN BAIK PADA

PIrK SPAI FSPIW CV PROF'IL EE. (Irryiran I l)

2. Uii Coba Model determinrn edvokesi pelaksanern Undeng-Undeng No.21 Trhun

2000 untuk mercipt krn hubungrn iniluctirl yang hermoni dalam rengke

meningkatlnn Hneria rerilut pekcds di Jawe llmur : edvokesi pembrhrrurn

PKB dengan menrnbahl pasel usla pensiun di PIrK SPAI FSPMI

PERCETAKAI\T ENAM JAYA,

2.1. Permrsrhhen :

Pada bari Jum'at 17 Juli 2020 berteryat dijalan Bulak Rukem Timur lll6l telah

diadakan rapat Anggota dan PUK SPAI FSPMI Percetakan Enam Jaya dengan hasil

sebagai berikut :



l. Berdasarkan hasil risalah Pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 jam 14.00

WIB berte4at di Perusahaan Percetakan Enam Jaya dijalan Bulak Rukem Timur

V162, Surabaya Pimpinan Perusahaan Percetakan Enam Jaya berpendapat :

a. Bahwa pihak prcrusaluau terkait tetrtary pasal-pasal pensiun meryacu pada

PKB yang lama periode 20 I 6 saryai dengan 20 I 8

b. Bahwa apabila de'lain waku I saryai dengan 2 Minggu atau selambat-

lambarnya tanggal 3 Oktober 2019 pihak perusahaan tidak ada perkembangan

atau perubahan-perubahan pasal dalam PKB selain teffalrg usia pensiun, makn

pihak perusahaan sepakat kembali ke PKB yang lama periode 2016 sampai

dengan 2018 dan akan di sepakati kembali ke PKB banr untuk periode 2019

sampai deogan 2021.

2. Bahwa dengan hasil rapat ini Pekerja/karyawan Percetal<an Fnam tay2

berpendapat:

a. Bahwa harapanpekda/karyawan PUK SPAI FSPM Percetakan Enam Jaya

agar memasuki usia pensiun peterjanarfawan Percetakan Enam Jaya

didalam Perjanjiar Kaja Bersama (PKB) Periode Tahun 2021

sampai dengan Tahw, 2O23.

b. Bahwa Piryinan Perusahaan Percetakan F rem Jaya agar memasul&an usia

pensiun pekerja&aryawan mengacu pada Perjanjian Ke$a Bersama yang

dibuaf Perusahaan selaku pihak pertama dan Pekerja/Kar5awan atas nama

Kanan selaku pihak kedua yang pemiurkan oleh Perusahaan Percetakan

Enam Jaya dengan alasan sud"h memasuki usia pensiun-

Pada hari Selasa 27 Agustus 2020 berteryat dijalaa Bulak Rukem Timur Vl62 telah

diadakan perundingan Bipartit antara PT. Percetakan Enrm Jaya dengan PUK SPAI

FSPMI PEJ PT. Perceakan Enam Jaya mengenai yang memasuki usia

pensiun dan sakit berkepanjangan.

Dari pendapat PUK SPAI FSPMI Pecetakan Enam Jaya / Karyawan :

l. Bahwa Bapak Kanan sesuai dengan peraturan per.rndang-undangan zudah

memsuki usia pensiuo-

2. Be*rarap Pimpinan perusaha,n Percetakan Enam laya merryersiunkan Bapak

Kanan dengan mendapatkan korpensasi.

3. Bahwa Bapak Agus Purwanto telah mengalami sakit mata selama kurang iebih

7 tahun dan penglihatan jarak pandang mata kurang lebih I meter.



4. Bahwa Sekarang Bqak fuus Purwanto juga menderita sakit stroke, dan rnasih

drlem perawata&

5. Bahwa Sehma mengalami sakit Bapak Agus Purwmto +niak bisa bekerja

selama kruzng lebih 4bulall

6. Dengan kaerangan bal tersebut di atas dirasa sudah tidak maryu bekerj4 maka

b€rharap Piryinan Perusahaan Percetakan Fnam J4ya mmberftan

kebijakannya Untuk mendapatkan Korye$asi
Dari hasil perundingan secara Bipartit ini antara lain :

l. Bahwa telah ada kesepakatan Bersama adara Karyawan tersebut )ang
memasuki usia pensiun yang didampingi olch pUK SPAI FSPMI percetakan

Enam Jaya.

2. Bahwa telah ada kaepakatan Bersama adara lGryawan t€rsebut 6ah1

be.ttepanjaagan yang didemfingi oleh PUK SPAI FSPMI percetakan Fnom

Iaya.

3. Ilari keda kryawan ters€h[ telah membuat perjanjian Bersama dan di
sepakati ohh pirnFinan perusahaan dan karyawan

4. Hak-hak nya yang <literima oleh kedua karyawan tersebut sesuai dengan

perundang-undangao"

Pada hari Itahr t nggal lg s,ept€oober 2020 iam 14.00 wIB bert€ryat dijalan Bulak

Rukem Timur Vl62 telah diadakan nya p€rundingan secara Biprtit adara pinrFinan

Perusahaan Percetakan Fnam tsya dengan Piryinrn Unit Kerja SPAI FSPMI

Percetakan Enam Jaya yaitu tentang :

Pembrhrsen Perieniirn Kerjr Bersemr (pI(B) yrng rde di perurahrn

Perceteken Enen Jeya

Pendrpet Perusehrrn/PerreHhn/I(ursa pcrusahun percetrken Enrm Jeye

l. Bahwa pihak perusahaaa terkait pasal-pasal pensiun mcngacu pada pKB yang lama

periode 2016 sarpai dengan 2018.

2. Bahwa apabila dalam waktu 1 sarrpai dengan 2 Minggu atau selambat-hmbatnya
targgal 03 Oktob€r 2019 pihak perusahaan tidak ada perkembangan atau

perubahan-perubahan pasal dalam p1(B selain tfitang usia pensiul, maka pihak

pcrusahaan sepakat kcnrbali ke PKB yang lana periode 2016 san:pai dengan 20lg

dan akan disepakati kembali ke PKB baru untuk perbde 2019 sarnpai dengan 2021 .



Pendapat Pimplnan Unit Kerja SPAI FSPMl/Perwaldlan/Pekerja./trkryewen

Pensaharn/Perwakiler/I(uesa Percetikrn Ersm Jrya

l. Bahwa Pekerja/S€rikat Pekerja SPAI FSPM PercAakan F'nam Jaya sepakat

Perjanjian Kerja Bersama @KB) dicatatkan kembali di Dinas Tenaga Kerja Kota

Surabaya periode 2019 sanpai dengan 2021 .

2. Menanggapi pendryat perusahaan risalah Bipartit pada tanggal 2? Agustus 2019

yang menerangkan bahwa pcrmasalahn PKB pihak perusalaan akan meurbahas dan

menambabkan pasal tentang pensiun Pekerja.

3. Memiuta dan mengatur menambahkan usia pensiun pekerja dalam pKB atau pB.

Keslmpulen @endirien pere pihak)

Akan diartakan pertermraa lagi tertait pembahasan perjanjian lGrja Bersaoa @KB)
dalam waktu I saqai dengan 2minggu atau selambat-larnbatnya t ,rggal 03

Oktober 2019.

S Pada hri Jum'at tmggal 30 Agustus 2019 pca pihak telah rnengadakan

perundingu dengan kesepakatan unhrk menyelesaikan pengakhiran

Hubungan Kerja (PHK) karena pensiun dalam bfltuk pdanjian Bersama

@B) yang secara kronologis terlampir.

2.2. Anelsls Date UJI Cobe Modet :

Dari perundingan Bbartit I pada tanggal t7 Jltli 2OZO, Bbartit 2 tanggal 22 fuustus
20 I 9, dan Bipartit 3 tanggal I E septernber 20 I 9 telah dilahrkan analisis uji coba model

pada penelitian tahun kedua dan dilanjutkan pada penelitian tahun ketiga. Kegiatar uji
Coba Model : perpaqlangan PKB Perusahaan percetakan Enam ,aya dilarrjutkaa sejak

Oktober 2019 saryai dengan September 2020. Bahwa pada 14 Oktobcr 2019

perusanaan p€rc€t*aa eoam jaya mengajukan surat p€odaft8ran perjanjian Kerja
Bsrsama @KB) ke DISNAKER Kota surabaya (Lanpiran l2). Baru pada bulan April
2020 pe,ndaftaran pei.panjangan PKB Perusahaan percetakan Fnqm 6* 61 pTaNAKER

Kota Surabeya melaui online situs : h!!ps.i,t,s!w.Eqr4i2+ya,gq.trjl, berhubung persyaratan

perpanjangan PKB belum dilelgkapi seluruhnya oleh perusaheqn percetakan Enam

Jaya yaitu belum dikuryulkannya selunrh KTp Karyawan perusaha,n percetakan

Fnam Ja)ra maka belum dapat di proses oleh DISNAKER Kota S,rabaya. Advokasi Uji
coba Model Pendaryingan Pengurusan perpanjangan pKB dilakukan dalam bentuk
peadarpingan dan pelatihan agar PUK SPAI FSPMI dapat remahami betul peraturan



perundang-undangan ),ang meogatur tata cara pembuatrn PKB. Pada tanggl 9 Juli

2020 PIIK SPAI FSPM Percetakan Enam Jny6 menyerahkan KTP Pekerja/Buruh ke

DISNAKER Kota Suabaya (Irryiran l2). Dari tiga kali perunding& bipartite

membahas perpanjangan PKB periode 2019-2021 dapat disirrpulkan sebagai berikut :

1. Belum disebutkan sccara jelas dan tcgas usia pensiun didalam perpanjangan PKB

Wtude2019-2021,

2. Usia Pensiun tilak disehtkan secara jelas dan tegas dalam Pdanjian Bersama

(PB),

3. Perjanjian Bersama perorangan oleh perusahaan dapat dijqdikan 'Yurisprudensi",

meryunyai celah hukum yang melemahkan dan merugikan pekcrja ketika

dftemudian hei pekerja memasuki usia pensiun mengajukan permohonan persiun.

Tidak ada dassr hdom yang menjadikan Pdanjian Bersama perorangan dapat

dijrrlikan Yurisprudcnsi Dengan mrdah tidak sepakat untuk

mcmberftan pensiun kepada pekerja/buruh yang sudah memasuki usia pensiun.

4. Peran penting advokasi PLIK SPAI FSPMI dibutuhkan untuk mengawal dengan

ketA pemhntan pcmbaharuan PKB periode 202l-2023 dengan mnambahkan

pasal Usia Peosiun dengan jelas d,n tegas.

Dengan tehh didaftartmya perpanjangan PKB pe.iode 20 I 9-202 I perusahaan percaakan

Eoam Iaya di DISNAKER Kots Surabaya, dapat disioapulkau bahwa Uji Cobr Model

Determlnrn Advoked Pelrtrenern Undang-Undeng No. 2l Tehun 20fi) Untuk
Menciptrkrn lfubungen Irdutltd Yeng Errmonis drhn RrDgki Menlngkrtken
Kinerje Setllrt PekerJe di &we Timur DAPAT DITERJMA DAN DILAKSANAKAN
DENGAN BAIK PADA PUK SPAI FSPMI Perceteken Enem Jaye (hqiran 13)

-

Ganbar 4 : Uji coba model advokasi pend$taran perpaajangan pKB percetakan Enam

Jaya

I



Gambar 5 : Uji coba model advokasi pendampingan pembuatan perpanjangat PKB

3. Eveluesi Implementasi Uji Cob. Model

Pada tahapan evaluasi telah dilakukan analisis atas Uji Coba Model Determinan

Advotasi Pelaksaoaan UDdarg-Undang Nomor 2l Tahm 2000 Untuk Meaciptakan

Huhngan Industrial Dalem Rangka Meningkatkao Kine!'a S€rftat Pekerja di Jawa

Timur yaitu :

No Informan

Materi Advokasi Peleksana^n UU No. 2l

Tahun 2000

HASIL
PKB UMK PKWT PHK Perselisihan

I PI,.IK SPAI

FSPMI

Percetakan

EnamJaya

{

Uji coba rmdel dapat

diterima dan dilaksanakan :

l. PerpanjanganPKB

2019-2021

2. Perjanjian B€rsama

menjadi

'lur'isprudensi"

uhrk usia pensiun

,{

)

.:- 4
3



J

1 PIJK SP

NIBA-SPSI

Tunjungan

Crystal Hotel

./ 1l

Uji coba model dapat

diterima daa dilaksanakan :

l. PKWT nrnjadi

PKWTT

2. Pembayaran

keturangan upah

UMK

PUK

FSPMI

Profil 88

SPAI

CV

./ ./
Uji coba rmdel dapat

diterima da dilaksanakan:

l. PKB tertunda dan

tidak dapat

dilaojutkan

2. PHK

4 PT. JACOBIS ''/

Uji coba model dapat

diterima dan dilaksanakan:

l. Hak cuti dibayarkan

2. APD dibenkan

5 PT. AJBS

Uji coba rnodel dagat

diterima dan dilaksanakan:

1. Peoangguban

pembayaran UlfK
disctujui oleh

karyawan dan

Gubernur

2. Karyawan tidak

menuntut kekuraogan

pembayaran upah



Dari hasil evaluasi imFlementasi uji coba model, menyisakan permasalahan usia

pensiun yang belum selesai pada PUK SPAI FSPMI Percetakao Enam Jaya dan

pembayaran uang pesangon yang tidak sezuai dengan Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2003 pada pekerja/hnuh perusahaan CV. Profil 88. Dengan pertimbengan

waktu, biaya, .l^n tetq,at maka peaelitian tahun ketiga membahas Irylementasi Uji

Coba Model Determinan Advokasi Tentang Usia Pensiun- Karena, dalam kenyataan

banyak perusahaan yang belum sepakat untuk mencantumkan usia pensiun pada

Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaao, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), sehingga

pekerja/buruh merasa dirugikan ketika telah memasuki usia pensiun tidak rendapatkan

hak peosiun- Berikut akan dibahas tentang dasar hukum usia pensiun, pembayaran ""ng
pesangon pensiun dan disparitas Usia Pensiun Bagi Peke{a Swasta dan Aparatur Sipil

Negara di Indonesia.

r. Batrs Usia Pensiun Tenaga Kerja Ditinjau Berdrsarkan Peraturan

Perundang-Undangan.

Pembangunan Nasional Negara Republik Indonesia dilaksanakan dalam rangfu

peirrbarrgunan marnrsia Indonesia dan pembangunan masyarakat Indonesia

sehmrhnya untuk mevrujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, ),ang merata baik

materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indooesia Tahun 1945, sesuai bunyi Pasal 28D ayat Q), yaitu : 'Setiap orang berhak untuk

bekerja serta rendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak ilalam hubungan kerja."

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, Pemerintatq Pengusaha den Tenaga Kerja / buruh

mempunyai peranan dan ke.dudukan yang sangat penting sebagai pelaku dunia usaba dan tujuan

p€nbangunan" Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerj4 diperh*an pembangunan

ketemagakerjaan secara terus lnenenrs qaffi 6sningkatkan kualitas tenaga kda dan peran

sertanya dalam pembaagunan serta peningkatm perlindungan tenaga kerja dan keluarganya

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan tertadap tenaga kerja

dimaksudkan rntuk menjamin hak-hak dasar pekerja / buruh dan apapun untuk mewujudkan

kesejahteraan pekerja / buuh dan keluarganya dan tetap memlrcrhatftan perkembangan

kenujuan dunia usaha. ll) . Analisis Yuridis Pasal 167 Ayat I Mengenai [Jsia dan Hak Pensiun

Pekerja Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakzrjaan. HaL20)



Dalam Hubungan Industri diperlukan pembangunan ketenagake{aan yang

ls*ssinamhrrngar situasi dan kondisi pemerintahan d8n stabilitas ekonomi yang tidak

menertu b€rdaryak pada perusabaan baik itu perusahaan besar maupun kecil yang mengalami

kerugian bahkan n tup. Untulc rrenyelamatkan perusahaan tetap berdiri dan kelangsungan

terjaga banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) baik itu memasuki masa

pension marryun karena pemutusan ke{a oleh pengusaha ataupun atas kemauan

karfawan Di Indonesia pemrtusan hubungan kerja yang dikarenakan memasuki masa peosiun

diatur dalam Pasal 167 ayat (l) Undang-Undang Ketenagakerjaan No.l3 Tahun 2ffi3, yang

berb{rnf : '?engusaha drFat melskukan pemutusan hubungan kerja tertadap pekerja/buruh

karena memasuki usia pe'nsiun dan apabila pengusrh, telatr mengikutkaa pekerja/buruh pada

program pension yang iurannya dibayar penuh oleh pengusahq rnaka pekerja/buruh tidak

berhak modapatkan rr.ng pesaqgon sesuai ketentuan Pasal 156 a;lat (2), rrrng p€nghargaan

masa kerja sesuai ketelrtuan Pasal 156 ayat (3), tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak

sesuai k€t€iluan Pasal 156 ayat (4). 11) . Analisis Yuridis Pasal 167 Ayat I Mettgenai Usia

don Hak Pensiun Pekerja Dalam llndaag-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ke tenagaherj aan HaL20)

p6mlun a,lqlah satu titk balik yaqg sigdfikan dalam karier ses,eorang, s€l"ma hidupnya

atau sdidak tidaknya rmtuk rnapritas orang dewasa yang telah nenghahiskan s6fttnfl1

atau sebagian besar waktu hidup mereka untuk bekerja.

Dalam pasal 161 aytt (l) disebutkan bahwa salah satu slasan Pemltusan Hubungan

Kerja @HK) adalah karena pekcrja telah memasuki usia peasiun Akan t€tryi tidak diatur

secara jelas dan tegas pada usia b€rapa batas usia berhku. Ketentuan mengenai batas usia

pcosiun ditet4kan rlalam Perjanjian Kerja (PK), Peraturar Perusahaan @P), Perjanjian Kcrja

Bersama @KB) atat peraturan perudangan yang berkaitan dengan masa pensiun mmrmt

Pasal 154 hurufc Undang Undang I(aenagakerjaan yaitu bcrbunyi : '?ekerja/buruh mencapai

usia peirsiun sesuai dengan ketetapan dahm perjanjian kerja, peraturan perusahaa& p€rjadian

kefa bersama atau peraturan pffundang-undangan". ll . Analisis Yundis Pasal 167 Ayat I
Mengenai Usia dan Hak Pensiun Pekerja Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Tenun g Ketenag akerj aan. Hal.20)

Keteduan yang ad4 secara khusus hanya mengatur batas usia pensiun bagi pekerja

sektor pemrintabau seperti Pegawai Negeri Sipil antara lain batas usia pensiun pada jabatan

terteotu s€perti guru, 6ssen drn pegawai negerilpejabat negara: PNS, Hakim, Tentara/Polisi.

Sedangkan batas rrsia p€osiun untuk pekerja sektor swasta yang sering te{adi di masyarakat

sslame ini banyak merujuk pada kaentuan yang metrgatur hak-hak yang berkaitan dengan



mesa p€nsiun, seperti undang-uadang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamlryr sosial reaaga

Ke{a dan Undang-Urdang Nomor 11 Tahua 1992 tentang Dana pensiuc Dalam ketetrtuar

Pasal 14 alat (l) undang-udang Nomr 3 Tabun 1992 tentang Jamimn sosial reoaga Kerja

terdapat ketqrtu& bahwa Jaminan Hari rua (JIID dftalarkan pada tenaga yang telah

mencapai usia 55 tahun Namm kcmudian undang-undang tesersebut dicabut dan dinyatakan

tidak b€rlaku melalui Pasal 69 undaag.,ndang Nomor 24 Tahun 201I t€ntang Ba,rrn

Pe,nyelenggara raminan sosial Ad4un program pensiun adalah program yang menjanjiken

s€jumlah u?ng secara b€*ala setelah peserta berbenti bekcrja karena melcapai

usia pensiun Teori dasar yang menjadi acuaa dalam pengembangan program peosiun adalah

teori state preference dalam alokasi asset oFimal pada kondisi kctida$astian yang dibangun

oleh Arrow-Debreu (1954). Dalam teori )rang meng.ux msikan kondisi pada yang setimbang

dan lengkap, individu delam ekonomi akan memilih dasar klein berdasarka[ waktu yang

memaksimalkan maslag-mrsiag utilitasaya atau rnasing-masing individu akan menyusrn
pereDcanaan masa depaonya untuk mmaksimelkrn pememrbsn kchrnrhan jangka panjaogrya,

tenraoa pada r,sa Irensiun [2]. Teori lain yang relevan adalah teori Life-cycle Hypothis
dari Modigliani (1966) yang mqratakan bahwa individu/nrmah tangga dararn ekonomi akan

memrnda konsumsi dengan menahrng. Tabuogan ini aken rtiakumuhsftan sampai pada mrsa

iodividu/ruEah taogga rencapai usia pea^sirm dan akan mulai memanfaatkaa tabungannya

mtuk konsumsi barang dan leisure [3]. Di Negera Inggris *ema pensiun iuran, risiko keuaogan

ditangguag oleh aoggota- Risiko keuaagan terjadi baik selarxa frse akumulasi (risiko investasi)

dan pada saat pensiu& ketfta andtas dibeli (risiko anuitas). Risiko aauitas yang dihadapi oleh
anggota dapat dfturaogi melalui "opsi p€Dlrftan pendapatm": pensiunan diizinkan untuk
memilih kapan harus mengubah Dodal final menjadi pensiun dalam periode xraktu tert€fiu
setelah pensiun Di beb€rapa negara" ada batasan usia kaika aonuitisasi menjadi wajib (di

Inggris usia ini adalah 75). se,meilara itu, arugota dapat menarik sejumlah uang bertala untuk
memenuhi kebuhrban hidup sehari-hari, dalam batas-batas t€ftentu yang ditentukan oleh
peraturan skerna (atau oleh hukum). Di Inggris, di ma", opsi ini diperkenalkan pada 1995,

p€ndqatan p€riodft yang ditarik dibatasi antara 35% dm 10tr/o darijumlah yang atan diterima

anggota jika ia mcmbeu tingkat mdtas saat peosiuo- pada usia 75, anuitas hanrs dibcli dengan

sisa d'ne. [4] . optimal iavestment chokes post-retirement in a defined contribution pension

scheme. Insurance: Matlemarics and Economics, 3S(2 SPEC), doi:

10. 1016/j.insmatheco.2O04.06.ffi2. Page.2)

Adapun peraturan an yang mengatur Batas Usia pFnsiun antara lain
yaitu:



a. Undang-undary Nomor 3 Tahun 1992 tentaog Jamimn Hari Tua (JI{T), Pasal

14 dan Pasal 15

b. Undang-udang Nomr 13 Tahun 2003

c. Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2015

Pembayaran hak pensiun merurut ket€ntuan Pasal I 67 ayat (l) , (2) , (3) undang-urdary

nomor 13 tahun 2003, tentaog ketenagakerjaan :

a Perhitungan uang pesangon karena pek€rj./hruh pensiun pasal 156 a),at (l),
(2), (3), dan (4)

Pertitungan ''""g pesangon pemrtusan huhrngan kerja :

a- Pasal 164 ayat (3), Pasal 165

b. Pasal 156 ayat (2), Pasal 156 alat (3), Pasat 156 a1"at (4)

c. Undang-undang Nomor 13 Tahn 2003 Pasal 158 ayat (l), ayat (4)

d. Pasal 163 ayat (l) da apt (2)

Dalam teori Hukum Ketcnagakerjaan dan Undang-Udang Nomr 13 Tahun 2003

t€dary Kct€nagakerjaan dikenal adanya I 1.oqp"9 i*ir rrII( atau Peimrtusan Huhrngan lGrja
yaiar :

l. PHKdemihukum:

a. Perjanjian kerja utrrk waktu tertentu : Pasal 164 ayar (l), 167 ayat (5), l54 huruf

o)
b. Pekerja/buruh meninggal &nia: Pasal 166

2. PHK oleh pihak pekcrja :

a. Masa percobaan

b. Pekrja rcngundurtan diri : Pasal 162 ayat (2)

c. Pekerja/bunrh dapot mmutuskm hubungan kerja scwaktu-wattu

d Pclrerja/hrnrh bcrdasartan alasE[ meudesak dapat mcngajukan permbonan

PHK kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan ind,striar : pasal t 69

^va[Q)
e. Pekerja/bunrh yang sakit : Pasal 172

3. PHK oleh pihrL pcngpsahafuemberi ke{a

Merupakan PHK oleh pihak pengusaha yanC timhil karena keinginan dari pihak

pengusaha dengan alasq p€rsyaratan dan prosedrn t€rtentu. pHK dalam hal ini
s€ring t€rjadi, hik ksreoa pihak pekerja mlakukao kesalahan atarpun karms

kondisi perusahaaq misalnya pada kct€ntuan pasal 16l, 163, 154 ayat (3), 16g,



169 ayat (3), 6l a),at (4)

4. PHK oleh pengadilan

Merupakan PHK oleh putusan pengadilan yang te{adi karena 
"1".- 

lqlgntu .tan

bersifat mendesak serta penting, misalnya terjadinya peralihan kepemilikan, asset

maupun pailit sebagaimrna ketentuad Pasal 165 danjuga Pasal 68, 154 hurufb.

Peraturan Pernerintah Nomor 45 Tahun 2015 tcntang Penyelenggaraan Program laminan

Pensinrr Usia pensiun diterrukatr drlam Pasal 15 PP 45D015 sebagai berikut :

(l) Untuk pertama kali Usia Pensiun ditetapkan 56 (lima puluh eram) tahuo

(2) Mulai I Januari 2019, Usia Pensiun sebagaimana dimeksud pada apt (l)
menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun

(3) Usi:a Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertambah I

(satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun b€rikutnya saryai mencapai Usia

Pensiun 65 (enam puluh lima) tabun.

(4) Dalam hal Peserta telah memasuki Usia Pensiun tet4i yang b€Gaogkutao tetry

dipekerjakan, Peserta d4at rremilih untuk renerina Manfiat Pensiun pada saaf

mencapai Usia Pensiun atau pada saat berheuti beke4ia dengan keteertuan paling

lama I ((ig3) tahrm setelah Usia Peasiun

PP Nooor 36 tahm 1995, pemerimah m€netapke PT Jamsostck sebagai bad"n

penyelengeara Jaminan Sosial Teoaga Kerja Program lanrsostek memb€rikao

perlindungan dasar untuk rcmenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga k€rja dan

keluarganya dengan memberkan kepastian berlangsungnya arus peo€rimaan

penghasilan keluarga sebagai pengganti scbagian atau sehruh penghasilan lang hilang,

alolbat risfto sosial. Pada akhir tahun 20O4 Pernerintah mnerbitkan Undang-Undaog

Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasioral. UDdang-Undang iru

berhubungan dengan Amandemen UUD l9a5 tentang perubaban pasal 34 ayst 2, )ang
tini lsr[uayi; 'Negara mengembangken sistein jaminan sosial bagi sehrnrh rak],at dan

rnasydrakat yang lernah dan tidak m*mFu sesuai dengan martabat

kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada

pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi marpur
produktivitas kaja.

fiprah perusalaan yang menged€panksn kepentingan dan hak normatifTenaga

Kerja di hdonesia tcrus berlanjut. Sanryai saat iui, PT Jamsostek (Persero) remberikan

4 program, yrng mencakup Program Jaminan Kecelakean Kerja (JKK),



Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (ffD dan Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kda dan keluarganya.

Pemutusan hubungan kda @HK) adalah pengakhiran hubuagan kaja karena

suatu hal tertentu yang rrengakibatkan bemkhirnya hak dan kewajiban antara

pekerja/buruh dan pengusaha. Undang-undang yang mewajibkan rnajikan memberi

pensiun kepada bekas buruh-buruhnya kyang karena usia tinggi tidak mampu lagi

melahrkan pekerjaan, belumlah arla Jika majikan rremberi pensiun, hal itu biasanya

berdasarkm atas suatu perjanjian perturuhan antara organisasi buruh dan majikan atau

berdasartan atas suatu peraturafl --majikan (reglement) ataupun atas kebijaksanaan

majikan sendiri.

Dasar perhitungar pemkrian uang pesangon dalam Hubrrngan Industrial di

Indonesia yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan

Kerja @HK) karena memasuki nusa pensiuo diatur dalam Undang-Undang Nomor 13

Tahn 2003 , tentang ketenagakerjaan Pasal 167 ayat (t) dan trsar kecilnya jumlah

''eng pesrangon dipengaruhi masa kerja serta besarnya upah yang diatur tlalam Pasal 1 56

dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 167 ayat (1)

'"engusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kda terhadap pekerja / buruh

karena memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha telah mengikutkan peke{a/buruh

pada program pensiun yang iurannya rtrtayar penuh oleh pengusah4 maka pekerja /
buruh tidak berhak mendapatkan uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 afrat (2),

u'ng pengbargaan masa kerja s€suai keteatuan Pasal 156 ayat (3), tetapi tetap bqtak
atas uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4|'

Cara perhitungan pemberian uang pesangon kepada pekerja /buruh yang

mengalami Pemutusan Hubungan Kerja @HK), dapat dikelompokkan kedalam bebrapa

penyebab yaitu :

3.2 PEMBAYARAN EAK PENSTT]N MENURUT KETENTUAN PASAL 167 AYAT

(TO UITDAIIG-UI\DAI\G NOMOR 13 TAIIT'N 2003, TENTAI\G

KETENAGAKERJAAIT.



3.2.1 Pertitungan Ueng Pesengon karcna pekerje / buruh penriun 
.

Dalam hal terjadi pemutusan hubuogan kerj4 pengusaha diwajibkan

uang pesangon dan atau uang pnghargaan masa kerja dan atau

penggantian hak yang seharusnya diterima sesuai ketentuan Pasal 156.

Pasal 156 ayat (l)

'Dalan hal terjadi pemutusan hubungan kerja pengusaha diwajibkan rcmbayar

uag pesangon dan atau ueng p€nghargarm ma.sa kerja dan atau penggantian hak

yang seharusaya diterima"

Pasal 156 ayat (2)

Pefiitungan uang pesangon sebagaimana rlimaksud pada ayat (l) paling settikit

sebagai berikut :

a Masa ke{a kurang dari I (satu) Ahun, I (satu) bulan upah;

b. Masa kerja I (satu) rh,n atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahuo, 2 (dua)

bulan upah;

c. Masa kerja 2 (dua) tahun atar lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga)

bulan upah;

d. Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (tiea) tahuD, a (eryat)

bulan upah;

e. Masa kerja 4 (eryat) tahrm arau Iebih tet4i kurang dari 5 (tiga) tahun, 5 (lim.)

bulaa upah;

f Masa kerja 5 (lima) tahun atau kbih tetapi krrrang dari 6 (tiga) rqhun, 6 (-am)
bulan upah;

g. Masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi krnang dari 7 (tiga) tahuo, 7 (tujuh)

bulan upah;

h. Masa kerja 7 (tujuh) tahrn atau lebih tetapi kurang dari S (tiga) tahu!, 8

(delapau) bulan upah;

i Masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebilr, 9 (sembiian) bulan upah-

Pasal 156 ayat (3)

Perhitungan -'ang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
ditetapkan sebagai berikut :



a. Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih teupi kurang dari 6 (enam) tahrn, 2 (dua)

bulan upah;

b. I{asa kerja 6 (enam) tahrm atar bbih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3

(tiga) bulan upah;

c. Masa kerja 9 (sembilao) tehun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahuo,

4 (eryat) bulan upah;

d. Masa kerja 12 (dua belas) tahun dau lebih tetqi letraog fui 15 oirna b€las)

tatun, 5 0ima) bulan ugah;

e. Masa kerja l5 (lima belas) t"hun atau lebih tetapi kurang dari l8 (delapan belas)

talnq 6 (enam) bulan upah;

f Masa kerja 18 (delapan belrs) t8hn atsu lebih tet pi kurmg dari 21 (dua puluh

satu) tahIo, 7 (tujuh) hdar Wab
g. Masa kerja 2l (dau puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dtri 24 (dua putuh

aempat) tahrrn, 8 (delapan) bulan upah;

h. Masa kerja 24 (dua puhh enryA) tatrm atau lebilL l0 (sepuhh) bulan upah.

Pasal 156 ayat (4)

Uang peoggantiaa hek 5rang sehanrsaya diterima scbagaimrna dimaksud pada ayat

(l) meliputi :

a CWi t,hnnrn yang belum diambil dan trehrm gugur;

b. Biaya atau ongkos pulang umrk pkerjz I turuh dao keluarganya ke teqat
dirnana pekerja / hrruh dilerima bckcrja;

c. Pengga*ian perumahan serta pengobotan dan perawatan ditet4kan 15% (lima

belas per seratus) dari rpng pcsangon dao atau u-"g p€ngbargaan ma-"a kerja bagi

yang memeauhi syarat ;

d. HEI-hal yang ditetapkan dalan perjanjian kerj4 peraturan penrsahaan atau

perjanjian ke{a bersama

3.2.2 Pengusaha tidek mengihtsertekra pekerja / buruh drlam progrem pensiun

Perhitungan uang pesaqgon bila pengusaha tidak mengikutsertakan

pekerja / turuh yang meogalami pemutusan hubung&n kda karena usia pensiun

pada pmgram pensiun sesuai ket€rtuan yang berlaku pada Peraturan peanerintah



Nomor 45 tahun 2015 , tertang Itogram Jaminan Pensiurl maka pengusaha wajib

memberikan urng pesangon, u,rg pe,ngbargaan masa kda dan uang penggantian

hak kepada peke{a i buruh sesuai ket€ntuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2003, tentang ketenagakerjaan yaitu :

l) Uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 qat (2).

2) Uang penghargaan rusa kerja I (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3).

3) Uang penggantisn hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Uang pesangon yang dit€rima p€k€rja/brruh dib€rikan sekaligus pada saat jatuh

teryo usia lrnsiun dm dasar perhitungannya mengacu pada ketentuan yang

berlaku Pasal 156 ayat (5) yang berhrnyi :

' Dalam hal pengusaha yang tidak mengikutsertakan peke{a/bunrh yang

mengalami pemrtusan hubungan kerja karena usia pensiua pada program pensiun

maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja / hruh u"ng pesangon sebesar

2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 a,lat (2), uang peoghargaan masa kerja I (satu)

kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan u^,rg peaggantiaa hak sesuai ketentum Pasal

156 ayat (4)."

Berikut contoh kasus perhitungan uong pensiun, pada saat mernasuki pensiun data

Mr. Adun Malik adalah sebagai berikut:

. Upabnya : Gaji Pokok (GP) Rp. 3.500.000,- Tunjangan Tetap (If)
fu .500.{rc0; = Rp.4.m0.000,-.

o Sisa cuti yaag belum diambil = 5 hri GEji I hari = GP/25 = l40.m0),

o Masa kerja 7 tahun 2 bulan

o AArn Malik adalah pekerja / hruh PT. Dovechemyaag tinggal di Kota Gresik"

r Penrsahaan sclatu menb€ri kebijakan,'""g pisah sepemi yang dirtur dalam

Pasal 39 ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama @KB) yaitu :

Bagi peke{a yang mengundurkan diri secara baik atss kemauan sendiri , alcan

diberikan uang pisah yang besarnya dircntukan sebagai berikut :

a Masa kda 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun . .... : I bulan Gp

b. Masa kda 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 ahun ..... : 1,5 bulan Gp

c. Masa keqia 9 tahun atau lebih tetapi kuraag dari 12 tahun ..... : 2 bulan Gp

d. Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun . .... : 2,5 bulan Gp

e. Masa kerja l5 tahun atau lebih tetapi kurang dari l8 ta-hun ..... :3 bulan Gp



f. Masa ke{a I 8 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2l tahun

g. Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kuang dari 24 tahun

h. Masa kda 24 tahun atau lebih ..... = 5 bulan GP

: 3,5 bulan GP

= 4 bulan GP

Maka patitungan u"ng pesangon karena nremasuki nusa pensiun adalah sebagai

berikut :

(2 x Pesangon) + (l x Penghargaan masa kerja) + @enggantian hak)

= (2x 8 butan upah) + (3 tulm upah) + (sisa cuti + lsyo dmi 19 bulan upah +

ongkos pulang).

- (16 x 4.000.000) + 93 x 4.fiD.000 + (5x140.000)r(l5o/o dari76.000.O0o) + (0).

= (64.000.m0) + (12.m0.m0) + (700.(n0 + I1.400.000) = 88.100.m0

33. Dieprdt$ Usie Pensiun Begi Pekerje Swarta den Aperatur Sipil Negera di
Indonesie.

Pensiun dikenal sebagai fenorrna yang dialami oleh seseorang yang usianya

dienggap txlak produkti{, telah mengaMikan hidupnya bekerja pada suatu penrsahaan

atau instansi pemerintah dan saatnya untuk bertenti bekaja dan menikmati hari tua.

Bagi sebagian besar pekerja" memasuki usia pensiun bukanlah s€suatu hal

menyeungkao, ketika perusahaan tidak memberikan t2ng l,esangon, urng
penghargaao masa kerja drn uang perggantian hak sebagaimaoa diatur dalam pasal

156 ayat (2), pasal 156 ayat (3) dan pasal 156 a1,at (4). Pensiun sering dianggap suatu

kenyataan yang tilak menyenargkaq karena pekerja mengalami perubahan

peod4atan ekonomi, aktifitas sehari-hari dan lingkrmgan pergaulan yang benrbah" Ini
berarti bahwa pekerja yang me,asuki usia pensiun akan renderita secara psikologis

dan kesehatan yang menurun. [5] ; [6] di Finlandia usia pensiun minimal 63 tahun,

bagi pekerja 1rang trerpenghasilan menengah keUla memasuki usia pensiun,

msrasakan dampak pensiun terbadap kesehatannya yang menurun, bahkan banyak
pckerja pasca pensiun mengalami penyakit jantung [7] ; [g] Und""g_r:adang Nomor
13 uhun 2003 tentang ketenagakerjaan pensiun merupakan salah satu dari kegiatan
pemutusan hubungan kerja yang sering terjadi pada sebuah hubungan kerja dalam

dunia hubungan industrial. Menurut Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang

keteragakerjaan Bab I pasall ayat (25) menyatakan:



?emutusan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal

tert€ntu yang mengakibatkan hak dan kewajiban antara pekerja/buruh

dan pengusaha"

Pemutusan hubungan kerja berada di Bab )ilI dari pasal 150 - pasal 172 yang

berlaku bagi badan usaha yang memiliki badan hukum atau tid& usaha milik
perorangan, persekutuan atau milik badan hukum. Baft milik swasta rnaupun milik

negara s€rta usaha-usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan

meryekerjakan orang lain deagan membayar upah dan imbalan &lam bentuk lain.

Terdapat 2 jenis Pemutusan Huhmgan Kerja yang dapat diklasifikasikan d^lqm {Jndang

Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yai{;u: pertama, pemutusan

hubungan kda secara sukarel4 pemrtusan hubutrgao kerja ini dikategorikan sebagai

jenis srkarela bilarrrana tdadinya Pemtusan Hubungan Kerja karena dikeherdaki oleh

pekerjanya dcngan cara pengunduran dfui Ke&p, adalah pemutusao Hubungan Kerja

dikarcrakao terjadinya kondisi '?AKSA" sesuai dengao klausula pernrtusan

Hubungan Kda yang ada dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentary

llgtenrgqkerjaan sehingga banrs terjadi pemutusan hubungan kerja. Hal in terjadi pada

tirxlrten indisipliner, efisiensi den PENSIUN. Untuk itu jenis pemutusan Hubungan

Kerja seperti ini disebut dengan jenis Pemutusan Huhrngan Kerja tidak sukarela.

Dalam Undaq Undaag Nomr 13 Tahun 2003 tenrang Ketenagakerjaan dapat

ditemutan perihal usia peraiun dalam ketentuan sehubungan dengaa pemutusan

hubungan kerja dimana p€ngaturannya sda pada pasal 150 saryai dengan 170

sedangkan kejelasan aturan rcogenai Pensiun ada pada pasal 154 yang berbunyi:

'Penetapan sebagaimana dimaksrrd dalam pasal l5l ayat 3 tidak diperlukan dalam hal

: pekerja/hruh oencapai usia p€nsiun sesuai dcngan ketetapan dalam perjanjian

kerja pcraturaa perjanjian kerja bersama atau peraturan perundang-

'ndangan; atau (hurufc), pekerja/buruh meninggal dunia @urufd),

sedangkan pasal I 5 I ayat (3) meqieraskan kedudukan terjadinya pemutusan Hubungan

Kerja pag tidak bisa dielakkan yang diatur pada ayat 2 pada pasal png sama, berikut

isi pasal l5l ayat (1), passl l5l ayat (2) dan pasal l5l ayat (3) yaitu:

'(l). pengusaha pekerja/bunr\ serkat pekerja/s€rkat buruh, dan pernerinta\ dengan

scgala qaya barus mengusahakan agar jangan terjadi pemrtusan hutungan kerja.



(2). dalam hal segala upaya telah dilakukan, t€tapi pcmrtusan hubungan kerja tidak

dapat dihindri ,"aka maksud pemutusan hubugan ke{a wajib dirundinekan oleh

peogusaha daa s€rikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila

pek€lrjalhrruh 1lang b€rsangkutar tidak menjadi anggota s€rikat pekerja/serikat

buruh.

(3) dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud @a ayat (2) benar-benr tidak

menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dryat rnemutuskan hubungan ke{a

dengan pekerja/hmh setelah meryeroleh penetapan dari iembaga penyelesaian

perselisihaa hubungan in&rstrial

Dari pasal 149 hunrf d F l5l aydt (3) Undang Undang Ketenagakerjaan telah

menjelasken s€cara tegas bahwa jika tedadi Pemutusao Hubungan Kerja, pequsaha

hanya dapat memwuskan hubungan kda dengan p*erlVUrnrn sEtelah meryeroleh

p€net4an dari lembaga lrnyelesaian perselisihan hrtungan hdustrial l,ely Siregar,

SII, MH. Koordinator Penldik Pegawai Negeri Sipil Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Iawa Timur mnyatakan:

'Akan tetapi penetapan tersehrt tilek diperluk 11, satah satunyq datam hzrl

pekda/hruh mencapai usia pensiua diatur dalam perjanjia kaja, p€raturan

perusahaao, pedanjian kerja bersamA atau psature pendang-undangan- Hal ini
menunjut*an Undang Undaog nomor 13 tahun 2003 telah memberikan perlindungan

hukum atas para pekerja y'ang tehh memasuki pensiun oamun demikian masih

menyisakan pemcasalahan png cukup signifikan kreoa tidak adanya ketegasaa yang

mengatur tenteg bafasan usia sehingga memerhlon srana hukum yang lain yang

harus mengatur agar tirlek rctjadi debateble bahk E kasus perselisihan pemutusan

Hubungau Kcrja yang saat ini masih banyak tcrj{di karena .telemaban , batasan usia

pensiun tcrsebut".

Dengan demikian dapat rcnjadi senjata kedua belah pihak baik pekerja terlebih lagi

para pengusaha dengan qlas"n mcnghindari kewajiban pcmbayaran koryensasi biaya

pensiun png harus dibayarksn kepada pekerja yang memasuki usia pensiuo- Dari sini

bisa disinrpulkan bentuk perlindungan hukum bagi pekerja yang memasuki usia pensiun

di perusabaan snrasta 6a[a6 [Jndang Undang tidak menentukan batas

usia pcnsiua; relainkan ditetapkan dalam perjaqiian kerja per'aturan perusataan,

perlmjian kcrfi bersaoa, atau peraturaa perundang-undangsr- Di Amerfta Serikat usia



pensiun pekerja ditentukan darijenis pekerjaannya di 38 negara sesuai posisi pekerjaan

di negara negara tss€but. Koryosisi peke{aan dalam kaitarnya dengan usia peasiun

memiliki 2 praqruat pitu: (l) karatccristik intrinsft dari s€tiry pekerjaaan terdiri dari

psisik dan peogetahuan; (2) distribtrsi pekerjaan bervariasi di 38 negara [9] .

Be6eda dengan pemberlakuan pekerja/karyawan yang bekeda pada negara

yang dikeral dengan sebutan Aparatus sipil Negar4 ml'sa puma tugas atau yang lebih

dikenal dengan sebutan persiun diatur dengaa sangat jelas dehm Undang Undang

Nomor 5 Tahm 2014 t€darg Aporatur Sipil Negar4 pasal 87 ayat (l) Undang r,'rt"ng

Aparatur Sipil Negara dianr:

" (l) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat karena:

a Meninggal dunia.

b. Atas permintaan ssndiri,

c. Mencapai baras usia pensiua

d. Peraryingan organisasi atau kebliakan pemerintah yang nrengakibatkan

pensiur dini, atau

e. Titak cak4 iasoani dan atau rohmi sehingga tnrek dapat rrnjalankan tugas

da kewajiban

Atuzn penshm Pegawai Negeri Sfuil lebih rinci diairr dalam p6sal 239

Pemturan Peffiintah Nomr: ll Tahm20l7 t€dang il{rnajcoen pegawai Negeri Sipil
yaitu:

l. PNS yang telah mencapai batas usia Pensiun diberhentikan dengau hormat

sehgaiPNS.

L W [lsie kcinl,jry-hrg,,. e-r$4 uf, a$ 0 tdtt:
r 58 (lErcpLf fu) ttu bqrni pdd.*@ FiU fu*A

dE rldg * fryirrd & p'a, b daM frr16rbrit
kaelryiicn;

b- 6lI (w fil},) btu Wi FioM p@fun nryt At FiaU flarrgrilolrar
t ZaL b,

c 65 (el-t pe larc) e 6ryr' PrVSry mcqgtu leiaUt $agfrild
&litw-

Jrnirt hdrn rllrJenirrnErri Tre
Aparatur SipilNegara ),.rybcrndibeterF bqt&*ilnnm--rxiu dao iamim

tili tn s6.'ii de'rgpr kcteilra ptrdrra u-*rrn pasiun dm



Fmitekiuaiaidi ansebagaipaMrymkciMqanpqhslanhuitra
@&ibak{hnsteeggip€fgkg@daspqahdim- kminmptrsirh.h imerm hai
teadiherikm el*l*tnprogaon itaiga s6ial 6io@t I t 0] . Sur*rapemEieyamFm]]&E

ptrim dac itminac ki tEa Aparatur Sipil Negara bdBI d&i pmimh selakn

p.r*ai herll dm inar Aparatur Sipil Negara yang basarykuan- AbthEah, gll lnanaler

IImm Reseources Devehpment PT Jacobis mertrdak*e-

'.Iminm pecim dihci}a LeIE I' AWdffi SbiI N€gE 5oog dib€rt€'tikam t{taa
raecingEal drmi*; qrofuc dni ete* perrirrtreE scr&i rprhBa tdaL berrrfr {5
(ryt 1xhE Eue) tekur itn Eana hcrie pEng ceffi m (dre prlu}} t*r;
perdnqpi€au org@isasi atau kebilakac pffiidatq pegawai dinyatakm ti{*k dq'6fi

b*6jir bgi d-tant labdm 44an karena keadam jasmani dan/atau robani tidak sehat".

Fedcrtcnti* D€rgrr Eorlnit.Atls Pcrnirtren Sdiri
Aparatur Sipil Negara y*ng ae€ai*an pernoie b€rt#i, dib- n

dryla k@ selng'i AParatuf Sipil Negara- Ilt':dre berte*i t€rEeb* dapd

d*rmda tffi peli€ hm I {s*u} trxrq 4&ih furatur Sipil Negara 1q
temeqhtm ms.h diperBrk utnk kepe*inge,riuaa Deny ketua perwakilan unit

kerja Federasi Serikat Pekerja Sehrruh Indonesia CV. Profil menyatakan:

'Fcniffi h6tdi teke*. dai pegawai d'pd .Bohh taa *s ydE : rrdug
edrl prrccspanftllr !sp66 r&krg* rre.lffientida*pik te!fu; nrlatukan

.&sttliE Aparatur Sipil Negara; sefug .tg!gaF&.'! rpya bodi:g
a.lftinishaff k@ Qiatrei hkwp* di.iblitr--

Dari pembahasan diatas maka sesuai dengan ketentuan mengenai batas usia persiun

metrgacu pada Pasal 90 jo. Pasal 87 ayat (1) huruf c Undang Undang fuaratur Sipil

Negara dan Pasal239 Peraturan Pemerintah Nornor I I Tahrm 2017. terdapat dua kategori

yaittt i Wrterna adalah dimona usia sudah mencapai batas usia pensiun yaitu usia 58

sampai dengan usia 65 tahun sesuai dengan jabaraz Aparatur Sipil Negara itu sendii.

Kedua adalah pensiun dapat dilalsanakan pada Aparattt Sipil Negara yang belum

mencapai batas usia pensiua bagi pejabat admhistrasi, dengan syafat, sia sudah

mencapai 45 tahun dengan masa kerja 20 tahun, dapat rrengajukan permintaan berhenti

d€ngan hormat atas permintaan sendiri dan befiak memperoleh jaminan pensiun.

Psatrm Perrqintah Nom l1 Tahm 2017, m'lai betlaku * rqggat dirrxlaagtan,

y.aitu. ? Aprrl Xlf T- Artinya Peraturar Pmintah ini sorfuh bshku tup6 E€ rygn



eBt&isrrFtabi- Bata*m4eqE*lr atrlant.e*ii hingga sa&t ini befrtu ada atrna
tckrb t d'ttg pd€*eilim Aparatur Sipil Negera *.'garr hormat das p€rcittaetr

serdii
DAd disiq*.n bahwa dipcic ).rry sangd sipifikan pmerUtuan

p€ssiuo p*6ja yry ditasri ohh tlndag Urodag Nooor. 13 Tah 2003 t€atq
tcteqBg.k€f,&aq diraoa neterF telah ada pedindmgm sewa hrkum muk mnjalani
p.Nitr[ scsr.i [45 *sie yq perb didu L$ drh tetdu& hin b.ft fi rLlzn

Ftsnjiro Lerje, p€rrtuao pcrFnjln terF Bersaoa da"r de ketent'-n

hkum him:n tamase kctt'mn-&ebiasaa yang tcrjadi pada Me h*um/instiEsi/
pertshra seiahpderi terF s€rf,ngk.n Taatlr sipil Negra atau harri.di Ncgd
Sinl (PNS) rtxEl*i payung Hp5 y'eg jehs de t?:- b*L terH pqeturm rrasa

FnE tirgrs r& 1mg haim dhcbur dqm ecil'ilrE, bobte diatEpuh n.rlg p6sie
diai" dengatr usia 45 tahun dengan pengaMian 20 tahun dapat rengajukan pensiun-

P€ftedaan 5ignifikan juga terjadi pada koryensasi pensiuo- Dci h.sil enalisa diatx
ELr &gd di trik hsiAnh ter&Fd DISPARI?AS )ag s.E* qrncoloh pada

te&rya emqf hl ii ^iLr & berffi bdfamm kodisi s€S6ti fui tehh rerFfi
.r*qr h k d.pd rrglg.Htdk=r p.egm yrag bcrte& seeaa sta{rrs social
s*irggr rcrrrrr&rlr die6fss rri} secre [Ek@ ]o.r!It rxa$ pmim ry
sciil elr'. petErts sy.s*. de Apantur Sipil Negara sertr merjrdi kewejiban

Negen untuk bcrperrn secarr dgntfikrn 8g.r memldm.lkan DISpARITAS,

dengu c.r. mernrksimdkrn kewenrngen Dines tenege Kerje utrtuk

''E 
r'iil.ht r selkt ltqEsahan r''l"trt'n FFqiiaE k€rll perdru,a perusahaa

th aen Perlqiim Keri Bersamffiye- ProEes in & h& efekffiakrryqr rr*adsmc

Dirs T<rul Kerje rgt.yusm dao rsrruHrn nclqiio Xcr| dre *rr mla}p}an
wi6ki ?.rr.lrfirao Ferdra perm&q Perlrojiu ferje Basma yang a&an

.r+.&i ohft @*' pcnps.b kepe hk Pcftats dim. sehh s*r Hrosoh rtitrbrn
FE*te Kerlg Fer*rrm pcwnaar, Ftriqr.in Kerir Bersam Jlang dibah*m
tcdrycf kera!fu.tru'& yeg rrEqBftr tcdq pcrsirm daa bds Eia pmi,rn fu
dijedr'krn sa$*tai Pct16itf TeLEis Dm P6&&sam- Dengm de,n&i.n ryemrsi ;1rEe
tertir'rg p€osiun dao b6tEs usi* pensim tisa dieg*h serta s€caa 6E tis akan

mminimalisb pchegil-an &la pee.scBslban hobn4an EerF dan tujmn nega-a uduk
miprah ffigan idnslrial y4 kmrb *rlatia bisa diwu!&an

hhira iri sGtsbE dEpga p@tlira ymg dilaH& ot-t* Mounir Rached

hasbc{ ml2 di liboon tedry imioaa sc*rl e pccim- Di Libanoa rxia pensirm



dixrpuiq s*r+a;usir 65 t.rxEtr durusnr p66imterg.dq i.:oiip*o'i,'[ Asm$i
iri diLrcr&ffi m6EiF &zl orlesdiieta@ tidat serx-a365

ffi feailim rar pengctehm pry tieei Schiryga.qrl* i:Bb pdrcrjaan

!,qg ridr! ln€lnlr*rrhk o teahlim yag ting'gi rrchintsrn dibrg5n}&a ftetuatm toga
rrsniliti ,'sir ptrim yng hbi& pad* alihanrtingtln aengan peEeqltan yag

rrrn*Trnr&rlr tE*hlirrl l ti"gEi Di Libma teiiaagil p*6Fl yug mmsrki wia
poim ffierfa brym p€s*m dao kcseir*xt rulrrn tal iri hcatim Lqan
tcrtroggq ievab rtas stema pasim da rrer*cri kcsebo ba sgq irw& d.s
konpwtr GEaDs. kcsebto-[ I I J

Fenclitian iri juga sejrl'n Aengm pengliim yary dihkutan flt h D.U. Yang Wang

Meiyaq 2010 di Cin' .168nl Etlehb'ii }gbiFle !'in yrcim
Llmrs}r 6t* pcitrir ]'ag berad. di &.fih ptr&ota. Mqar! tebifir&an

rrFil'FtrmF€ usie pelxtin dilasai oleh t1q:nfuya iffi p*g1} hjrrt Nlt
bq&tB tin8t* pcrgamgeu,& schaEg' ush D6irm ini dibhgkan

d.rBmcaerrnts&€rjrernpt*erFyaghojUEsiirdr*b.keqFpa& s*tr*ommi
hfrrmt[2]

Luenn rejib
Luaran wajib penelitian PTLJPT Tahrm ketiga yaitu bukti dokumen uji coba rrodel

bukti.h*ti dokumeo berupa perundingan bipartite, peacatatan permohooan penyelesaian
bipartite di Disnaker Kota Surabaya, p€ocdaran perselisihan di Disnaker Trans Jatim, bisnaker
Ko-ta Fylay1 fgrnanjanSan PKB, Pembuatan Perjanjian S€rsas4 PHK dan peran penting
Advokasi Serikat Pekerja dalam memperoleh hak pcnsiun.

Bukti-bukti dokuoen diupload diluaran wajib eetehh taaggal ll olrtober 2020, dilampirkan
pula surat pcnryataan dari pagurus rmit ke{a Serikat Perkerja dirnena ujl sefu dilakukan-

1. Surat pemyataan Uji Coba Model Perpanjaogan PKB di SPAI SFPMI CV profil gg
mcnyatakaa bahwa model Determinan Advokasi pelaksanaan UU No.2l Tahun 2000
lmtuk meocipt kan Hubungan Infustrial yang llarmnis dalam rangka meningkatkan
kinerja Serikat Pekerja di Jawa Timur dapat DITERIMA dan dapat rtilihat pada gambar
dibawah ini :

D. STATUS LUARAN Tutiskan J€ols, id€atitas dm s6tus keterrcapaian s€tiap hura rrajib dar luaran
tmbahan 6ika 8na) )'anS dijarjilcan. Jenis luaran dapat benes publik'<L po'olcha kekayaan intclcktlal,
hasil peogujiaa Stau luaan laimya y8ng telah dijarjikan pada propcal Uraian status luaratr harus didukung
denean hllri kemajuu kcrercapaia luann s€glar dengan luara Fng dijajikar Ixngkapi tslan Jeors
luaran yaDg dij'qjftan s€rta m€agunggah bukti dokumen k€rcrcapaim luaran wajib dan luaran tambah@
melalui SiE itaboas.
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. PIMPINAN IJNIT KERJA

SERIKAT PEKERJA ANEIG, IN:DUSTRI
FEDERASI SERIKA'T PEKERJA I\IETAL II\IDONESIA

CV. PROFIL 88
(PUK SPAI FSPNII CV. PROFIL 88)

Xctlr : Dcny AguEg Susilo
SeLretrrii : Moch. Rizrl Rrmbe

Surabay4 2 Oktober 2020
SI,IRAT PERNYATAAN

EASIL UJI COBA MODEL DETERMINAN ADVOKASI PELAKSANAAI\I T]I\D.$IG-TJNDAIIG
NOMER 2I TAEUFT 2OOO T'NTUK MENCIPTAKAIT HUBT'NGA}I INDUSTRIAL YAIT(G
EARMONIS DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA SERIKAT PEKERJA DI JAWA
TIMT]RPADA PIMPINAN UNTT KERJA SPAIFSPMI CV. PROFIL 88 KOTA SURABAYA

.-Cada hari ini, Senin i3 April2020 bertempat dijalan Kedindiag Tengah Jaya tr Nomor 39-43 Surabaya telah
rlaksqnakan hasil Uji Coba Model Deterrninan Advokasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2000 Untrk Menciptakan Hubungan Indushial Yaug Harmonis, sebagei fuaran dari Penelitian Terapan
Unggulan Perguruan Tinggi yang b€rjudul " Advokasi

Pelaksanaan Undang-Undaag Nomor 21 Tahun 20@ Untuk Menciptakrn Hubungan Industrial Yang
Harmonis |alam Rangka Meningkatkan Kinerja Serikat Pekaja Di Jawa Timur kepada SPAI FSPMI CV.
PROffi 88 Kota Surabaya dorgan rangkaian kegiatan Advokasi yaitu :

1. Advokasi Pembuatan P{anjian Kerja Bersama @KB) periode tahun 2020 - tah',an 2022.

2. Perselisihan Hubrmgan Kerja tEntang P€rnuEsan Hubungan Ke{a @HK)

3. Hak-hak Normatif Pemutrsan Hubungan Kerja @HK).

Dengan hasil Advokasi sebagai berikut :

1. Bahwa para pihak Pertama dengsn Pihak Kedua sepakat merrgadaken penrndingan mengenai
pembuatan Pdanjian Kerja Bersma @KB) Periode tahrm 2019 s/d tahrm 2021.

2. Bahwa dalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama @KB) Periode tahuo 2020 s/d tahun 2022, pa16
pihak sepakat membahas perundingan di Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya.

3. Bahwa berjalan-Nya waktu para Pekerja atau Karyawan Profll 88 dirrmahken atru diliburkan
dengan memberi tpah sdesar 50yo dari Upah tanpa ada pemberitahuan kepada Serikat Pekerja rlan
atau para peket'a-

4. Perusahaan ditutup tertaoggal 27 April 202O taapa ada pemberitahuan kepada Serikat Pek€rja dan
atau para pekerj4 sehingga PekerJa tidak dapet masuk bekerja dan Upah Pekerja tidak
dibayarkan.

5. Bahwa Peinutusan Hubungan Ke{a yang dilakukan oleh Pimpinau Perusahaan di kar.eirqkan alasari
Produksi menunm dikarenakan adanya pandemi virus yang melanda lndonesia.

1
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PIMPINAN UNIT KERJA

SERIKAT PEKERJA ANEKA INDUSTRI
FEDERASI SERIKAT PEKERIA METAL INDONESIA

CV. PROFIL 88
(PUK SPAI FSPMI CV. PROFIL 88)

K.tr. : Deny Agurg Srrilo
S.lcrtrdr : Iuoch. niud R.lmbc

6. Bahwa PHK yang dilakukan oleh Pinpinan perusehe^n cv.pRoLIL 88 kepada karyawan
CV.PROFIL 88 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan bcrdasarkan :

Undeng-undang nomor 13 Tehun 2fi)3 Tenteng Ketenagakerjarn

PASAL I55
(l) Pemutusan hubuagan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 I ayat (3) batal

demi hukum.

(2) Selama putrsan lembaga penyelesaian perselisihan industrial belum ditetapkan, baik
pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksqaak"n segala kewajibannya.

7. Bahwa Hak-hak karyawan CV. PROFIL 88 yang diberilon kepada oleh Pimpinan Perusahaan CV.
PROFIL 33 dengan mernbuat Perjaojian Bersama pada hari Jum'at tanggal 22 B',ten Met 2O2O
berteryat dijalan Kedinding Tengah Jaya tr Nomor 39-43 Surabaya dan disepakati kedua trelah pihak
pembuat perjmjian. (Perjanjian Bersama lerlampir)

8. Bahwa dikarcnakan pcrmasalahan tersebut diatas, maka Perjanjian Kerja Bersama @KB) menjadi
crtunda dan tidak dapat di lanjutkan lagi.

9. Maka dalam advokasi Permasalatran ketenagak€rjaan kepada pekerja/karyawan/Serikat Pekerja SPAI
FSPMI di gV. PROFIL 88 menjadi perselisihan Pemutrsan Hubuugan Kerja @HK) dikaremakan
Perusahaan CV. PROFIL 88 tuhrp berdasartan :

PASAL 163
(1) Pengusaba dapat melatukan pemutusan hubungan keg'a tertadap pekeq'a/bun h dslam hrl t€.jadi

pen$ahan
status, p€nggabunga!, peleburan, atau penrbahan kepemilikan perusahaan datr p€k€rja/buruh tidak
bersedia melanjutkan hubungan ke{a, ruka pekerja/buruh ffiak atas rrrng Fpsangon seb€sar I
(satu) kali sesuai ket€ntuan Pasal 156 ayat (2), uang perhargaan masa kerja I (satu) kali ketentuan
Pasal I 56 ayat (3) dan "ang peirggantian hak sesuai ketentuan dalam pasal 

1 56 ayat (4).

(2) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perubahan
status,
penggabungan, atau peleburan penrsahaao, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerjarburuh
di penrsahaaunya" maka pekerja/bunrh berhak atas ,eng pesangon sebesar 2 (dua) kali ketenupn
Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja I (sarr) kali ketentuan dalam pasal 156 ayat (3),
dan u,ng pcnggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).
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PIMPINAN UNIT KERJA

SERIKA'T PEKERJA ANEKA II\DUSTRI
FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA

CV. PROFIL 88
(PUKSPAIFSPMT CV. PROFIL 88)

CV. PROFIL 88

Ketua Sekretaris

Keto. : Dcny Aglrg Susilo
Sclcct rir : Moch. B&iI R.Ebe

10. Bahwa Permasalahan tersebut di atas, t€lah dirundingkan secara bipartit, antara Pexusrha,n CV.
PROil 88 dengan Pimpinar Unit Ke{a PUK SPAI FSPM CV. PROFIL 88 namun tidak rde
keseprkrtrn, maka sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahrm 2004 tentang PPHI Pasal 4
ayat (1), PUK SPAI FSPMI CV. PROFIL 88 mengaj.'ken Perselisihan Hak PHK Ketenagake{aan
pada qnggal 15 Mei 2020 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Jl. Arif Rahman Hakim
131-133 t antai 3 & 4, u.p. Yth. Kabid. Syarat Kerja dan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan.

- Da.i semoa hasil Advokasi yang dilakukan kepada Pimpinan Unit Kerja SPAI FSPMI CV. PROFIL 88 tidak

-lepas dari peran penting determinan advokasi pelaksanaan undang-undang nomor 21 tahrm 2000 unftk
.,renciptakan hubungan industial yang harmonis yaitu :

PENDIDIKAN, KOMI,JNIKASI, KETERBUKAAN, DAN SARANA PRASARANA.

Denga demikian Model DETERMINAN ADVOKASI PELAKSANAAN LJNDANG-UNDANG NOMER

2I TAHUN 2OOO TJNTUK MENCIPTAKAN HI.IBIJNGAN INDUSTRIAL YANG HARMOMS DALAM
RANGKA MENINGKATXAN KINERIA SERIKAT PEKERIA DI JAWA TIMUR dapat diterima dan
diberlah*an di Pimpinao Unit Keda SPAI FSPMI CV. PROFIL 88.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan s6enarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat oleh.
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) Surat Pernyataan Uji Coba Model Penyelesaian Persetisihan Hubungan Industrial, pHK
di P{JK SPAI FSPMI Percctakan Enam Jaya menyatakan bahwa Model Determinan
Advokasi Pelaksanam Undang-Undang No. 2l Tahun 2000 uaok mencipi^kan
Hubungan Industial yang Harmonis Datem Rangka Meningkatkan Kinerja Serikat
Pekerja di Jawa Timur dapat DITERIMA dan dapat dilihat di gambar berikui :
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Kontribusi mirra : PUK SPAI FSPMI perceakan Enam Jaya dan DISNAKER TRANS
JAIIM berupa in-kind yaitu memberikan fasilitas ruang pertemuan unark kegiatan FGD,
pelatihan.

_ Kesulitan yang dialami yaitu dalam pengumpulan data dao FGD sering terkendala oleh
kesepaham& informafl dalam menyikapi socidl dlstdncing pada masa p""a.-i covid-l9
sehingga tim peneliti melakukan pengumpulan data melalui q7'6s,,atrsara tengsung dikarenakan
informan menghend"ki wawancara dilalokm secara langsung. Oengan mengikuti protokol
kesehatan" wawancara dan FGD dilakukan memerlukan *"ttu, teouga dan biaya
yang besar.

E. PERAN MITRA: fnlisken realisasi kerjasao3 da! konribusi Mika baik in-kind IlauPun in-cash (uook
Penelitiao Terap"o, Penelitiao Pengembangan, PTUPT PPI.'PT serta KRUPT) Bukti pcadukung realisasi
kerjasaoa dan realisasi kontribusi mitra dilaportan sesuat deogan kondisi yans seharnya. Bukti dohmen
realisasi kerjasama dengan Mitra diuoggah mclalui Sir irabmas.

F KENDALA PELAI(SANAAN PEIIELITIAN Tuliskan kesulit8n atau hambatan yarS dihadapi selama
melakukan pcnelitian dan mcncapar luaran yaog dijanjikan, terEusuk pcnjelasan jika pclaksanaan psnelitian
d8n Iuaran penc Iitian tidak scsual dengan yang dircncanakan atau dijanjikan.



G. REI{CANA TAtrAPAN SELANJUTNYA: Tuli*an dan uraikan rencana pnelitian di tahun bcrikumya
bcrdrsstsn indikator luaran ysng t€lah dicapai, rencana realisasi luaran wajib yang dijanjikan dan
66!rhat (ilo ada) di tahun berikutnya *r1z roadmap perelitie kesclunrha. Pada bagiar ini
dipqtolettan untut mclc[gtspi pcnjelasan dari setiap bnapan dalaa metoda yarg a]rn direacanakan
ttrnasut jadwal beri<aitm deogn sffiegi urtut menc4ai luaran seperti yang felah dijaajikan rlelnm
proposal- Jika dipcrfuka, pelnjcl8sar dapat juga dilcugkapi dentan gambar, tabel, diagram, serta pustaka
yang relev8lt. Jika laporan kemajuan menpakan lapo-an pelaksanaan tahun teralit, pada bagian ini dapat
dinrliskan rencaDa pfiyelesaian tfiget yaog bclum t&capai.

Sesuai roadmap penelitian rencana kegiatan pada tahun berilotnya adalah melakukan
p€nelitian peng€mbatrgan: imflementasi omnibus law undang- undang ciptakeda tertadap
p€rlindurgatr hukum bagi pekerj a/buruh.
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_ _ Omqibus law rmdang- undang ciptakerja saat ini mendqatkan respon penolakan yang
luar biasa dari serikat pekerja, mahasiswa karena dianggap merugikan-peke{a, disatu sisi

menginginken agar iklim investasi di indonesia meningkat serta membuka
Iapangan kerja seluas-luasnya. Dalam omnibus law undang- undang ciptake{a outsourching
delem dilakukan pada semua bi&ng pekerja& dengan demikian akan membuka lapangan kerja
9an. 

menekao tingkat pengangguran sehingga menarik untuk dilakukan penetitian- tentang
implementasi omnibus law undang- undang ciptake{a tertadap perlindungan hukwr bagr
pekerja/bumh.
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E. DATTAR PUSTAKA: Penyustrnan Daftar Pustaka berdasarkan sis&m tromor sesual dengan unitao
pengutipan- Hanya pustaka yang disitasi pada laporan kemaj uan yang dicannrmkan dalam Daftar Pustaka.
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Dokumen pendukung luaran Wajib #1

Luaran dijanjikan: Dokumentasi hasil uji coba produk

Target: & Ada

Dicapai: & Tersedia

Dokumen wajib diunggah:
1 . Dokumentasi (foto) Pengujian produk

2. Dokumen Deskripsi dan Spesifikasi produk

3. Dokumen Hasil Uji Coba Produk

Dokumen sudah diunggah:
1. Dokumen Deskripsi dan Spesifikasi Produk
2. Dokumentasi (foto) Pengujian Produk
3. Dokumen Hadl Uji Coba Produk

Dokumen belum diunggah:
- Sudah iengkap

Nama Produk: MODEL EKSTSTENST SERTKAT PEKERJA, PERUSAHAAN DAN
PEMERINTAH UNTUK MENETAPKAN USIA PENSIUN BAGI PEKERJA/BURUH
DALAM RANGKA MENCIPTAKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HABMONIS.
Tgl. Pengujian: 19 September 2020
Link Dokumentasi: https:,/lyoutu.be/V_selAvZksc



L Pelaku Advokasi

Advokasi pelaksanam Undang Uudang No. 21 Tahrm 2000 dilaksanakan oleh serikat

pekerja, p€rusahaan, pemerintah dan PHI. Dalm hubmgan industrial pemerintah memiliki peran

dm fingsi advokasi uatuk menetapkan kebijaken, memberikan pelayanaa, nglakukan

p€ngawasan dan melakukan peoindakan tafudry pelanggaran Undang Undang. pengusaha

meryuyai peran da fungsi advokasi rmtlk menciptakan k€rnitraaq mengembangkan useha,

lapangaa keda &a membcrikan kesejahteraan secara terbuka, derrotratis dan

berlrcadilan Sedangkan serikat pekerja memiliki pcran dan fungsi advokasi psffi 66sdamlringi

pekerja melaksaaakan pekerjaas sesuai pekerjaan, meojaga ketertiban d"n kelangsungan

prodnksi, m€Nrydu*an aspirrsi s€cam dcmokzsi meng€mbangkan ketrampilan dan keallian,

ikut mcmajukan mempe{'pngtan kcsejahteraar5 pembuatan pet'anjian kerja

bersama dan p€nyelesaiar perselisiban irdustial. peran advokasi serikat pekerja saagat

dibrmhkan utrrk memberikan proses edukasi kepada peke{a agar memahami dan mentaati

dengsn baik dro benrr apa yang telah dibuat didalam perjanjiao kerja bersama, kar€n perjanjian

kerja bersama ini meojadi lmdasan hukum yaag akan mengrtur semua hak dan kewajiban

pekerja maqrm perusahaao- Advokssi s€rikat p&6ja daram pelakssosa' undang Undang No 2 I
Tahm 20fi) juga sangat dibuarhkan kaika terjadi ketdaksesuaian pendapat antara pekerja dengan

pcrusaham yarg menyet"bt"n timbulnya persetisiha indrstial maka serikat peke{a dihrapkan
dapat menjadi mediator yaDc baik dalam advokasi kepada pekerja dan perusahaan. Hal ini
sejalan derree, pasal 103 undaag undaog No 13 Tahm 2003. Bila tidak t€rjadi kcsepatatan

kedra belah pihak rneka ditingkatkm aengan eerundingu Tripartite atau disclesaikan melalui

P€ngdil,n Hulolm Industrial (PHI) diaon di .t"tam Urdang Undana No 2 Tahun 20O4.

tr. Determimn Advokasi

Determinan advokasi adalah unsurarns,r ata! loma-tema yang memperlruat

pelaksanaan advokasi agar berjalan dengan baik. Deteminan advokasi yang

mempenganrhi advokasi Fng dapat Salan dengan baik ),aitu :

l. Pendidikan

2. Komunikasi

3. Keteftukaan

4. Sarana Prasarana

semaikin tinggi tingkat pendidikan serikat peke{a maka semakin tinggi tingkat
keberhasilan advokasi pelaksanaan Undang Undang No 21 Tahun 2000. Semakin tinggi

komunikasi serikat pekeg'a akan berpenganrh secara signifikan tertradap

kebertasilan advokasi pelaksanaan undang Undang No. 2l rahun 2000. (Adi Neka

Fatyandri dan Evi Silvana Muchsinati, 20O4).



Semakin dngei tingl?t keterbukaan pelaksana advokasi maka semakin tinqgi

tingkat kesulsesan pelaksanaan advokasi. Bila sarana dan prasarana disediakan le.bih

baik maka akan meningkatkan pelaksaruan advokasi Undang Undang No. 2l Tahun

2000 (Nia Oktavia Ningsih, Mochrmmad Al Musadieq, Hamidah Nayati Utami, 2015)

III. Pelaksana"n Advokasi.

Advokasi/pendampingan atau pembelaaan dalam ketenagakerjron adalah $ntu

kegiatan atau serangkaian tindakan yang berupa anjurzn, pendampingan, pemyataan

maupun pembelaan yang dilakukan tertadap pekda/buruh terhadap suatu

kondisi/permasalahan tertentu. Kcgiatan attvokasi pelaksanaan Undang Undang No 2l
Tahun 2000 melputi kegiatan :

l. Advokasi pembuatan kerja benarna

2. Advokasi bipartite

3. Advokasi tipartite

4. Advokasi PHI

Dalam penelitian PTUPT tahun ke tiga lebih baolak difokuskan pada pelaksanaan

uji coba Model determinan advokasi dan pembuatan Naskah Akad€mik Deryan

landasan fiIosofis, sosiologis, dao yuridis ditemuk n a<ta permasalahan

yang sangat s€mertara permasaaUn inr meqiadi hak normat'rf bagi

pekerjaauruh yaitu tentaog usia pcasirm yang seringkali perusahaan tidak s€pakat uotuk

mcncanirmkao/memasukkan usia pensiun dalam Perjanjian IGrja Bersama (pKB). sikap

perusanaan yang demikian karcna ada kekosongao huhm dalam Und-qg Undang No 13

Tahun 2003 pasal 154 huruf (c) yang tidak meq,ebu&an dengan jelas dan tegas berapa

usia peosirm bagi pekerjalburuh, sehingga dapat melakukan pemutusan

kerja dan juga bisa tidak ketika peke{albunrh memasuki usia persiuo- Bila
dianalisis lebih dalam motif yang melarar-belalaagi perusahaan tidak sepakat

menyebutkan usia pensiun dalam perjanjian kerja bersama yang dibuat perusabaan

bersama-sama serikat pekerja ),aitu ada hdikasi yang mcngarah bahwa perusahaan ingin

menghindari dari tangguog jawab memberikan ',,ng pesangon. Maka peke{aburuh

dalam hal ini dirugikan. oleh karena itu perlu perlindungan hukum ketika pekerja/buruh

memasuki usia pensiun maka berhak tm0rk mengaj,'kan Fnsiun. Kehadiran pemerintah

dalam hal ini sangat diperlukan dqlam pcmbrurtan regulasi yaitu ketika perusahaan

mendaftartan PKB ke disneker kota setempat meka disnaker berkewajiban uotuk

memeriksa isi PKB apakah telah mernuaumencanEmkan usia pensiun. Dalam hal ini
disnaker kota dapat menggurakan Hak Heteronom ketika di <ialam pKB tidak



mencantumkao/memuat usia pensiun maka PKB dapat dikembalikan ke perusatraan

untuk direvisi. Apabila penrsahaan tidak bersedia merevisi PKB maka disnaker kota

s€tempd dapat membcrikan catatan bahhwa PKB tidak mencantumkan usia pensiuo.

Bila dikemudian hari ada perselisihan kepentingan meke catatan dari disneker dapat

menjadi bulci dalarn persid,"gan.

Dari uarian diatas dapat disimpulkan betapa peutinpya eksistensi serikat pekda,
pemerintah dan perusahaan untuk 661s1qft61 rrsia pensirm bagi pekerja/buruh s€hingga

buruh/peke{a merdapatkan perlindrmgan hukum, rasa aman bahwa ada jaminen hari tua

ketika pekdalburuh memasuki usia pensiun. Bila hal ini bisa dilakukan maka akan

terci6a hubungan industrial yang harmonis dan meningkatkan kinda serikat pekerja.

Oleh karena itu tleterminan advokasi I psadidiken, Komrmikasi, Keterbukaao, sarana

prasarana diharapkan tinggi pada pekaja, perusshaan dan pemerintah. Bila deteminan

advokasi tinggi akan memudahkan pelaksanaan advokasi dalam pembuatan pKB untuk

mencantumkan usia perrsiun dalam PKB.

selain itu diperlukan advokasi serika peke{a unt.k mengawal pelaksanaan saoksi

pidana yang diatur dalam Undang Undang No 13 Tahrm 2003 pasal 184 aydt (l). peran

advokasi penrsahaan juga diperlukan dalam hal mcntaati dan menjalaokan peraturan

penmdang-undangan tentang ketenagakerjaan dengan baik dan benar.

Dalam penelitian tahrm ke tiga ini maka dihasilkan Modcl eksistcnsi serikat petrja
perusahaan dan Pemerintah untuk menetapkan usia pensiun bagi pekcrja/bunrh d"ram

rangka menciptakan industrial yang harmonis, dapat dilihat pada ganbar di
bawah ini.
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SURAT PERII.ATA-{N

HASiL U.II COBA ]\IODEL I)ETF:R\III{AN -{.D\OKASI PEL.{HS{\A.r\ T}\DA\G.Lir!{DA\-G
NOIINR :I TAHTN zf{}O T:A..TLX }IE}-'CIPT,{K{\ HLiBL\Gi\ I\DIiSTRIAL }AIiG
HAR}IONIS DAL.{i!,l RA\GX4 IIEI"iTGIC{ThAIi Ht\ERJr\ SENII{,4T PELERJ-,I Dt 

'.,t'ItrATIUUR P.{D..\ PIIIPI\A\ L\!': KERJA SPAI FSP}II PERCF-T{Kr\ f..I.TH J.II'.,1..

^Pada 
h{ri ini- Kamis tanggal E.:r Oktrrber 2019 bertempar di Pemsahaan Pe;:*akan Enam Java Jl. Bulak

lukem Timur l/lti? Suraha.v-a. tehh riilaksanakan hasil U-ii Coba Vo<lci Dciennilan Atlr.okasi pelaksanaan
tjndang-tJndan-e \iomor 2l l'ahun 2000 Unmk Mencipralian Hubungan tndustrial Yang [.larmonis. sebagrri
luaran dari Peneiitian Terapan Linggulan Pergruruan Tinggi yang b:rjuilul -' Ad,okasi

Pclaksanaari Undang-Undang Nomor' 2l Tahun 2000 lJntuk Mcn,:iprakan Hubungan lndustrial yang
Ilarnronis Dalam Rangka I'teningkadtan Kinerja Serikar Pekerja Di Ja!.a Ti:r,ur kepada SpAI FSpVI
Perceukan Enam Jala dengan rangiaian kegiaral Advokasi yaiu ;

I - .{dvc'li,r-si Pcrp;urjargan Penr.,aratan PerjanjiaD Kcrja Bersanra (PKB) periorlc tahun ?Ol9-rahun20jt

l. Advokasi Pcrrndingan Penrbaharuan pcrjanjian kc4a Bcniuna (PKB) pcrio<Jc u,5un fgll - tahun
l0:3.

I)cngiur h:r-ril Advokari scba3ai bcrikut :

-1

Bahrra parr pihak Pcnama dcngan Pihali liedua sepakat mL-nradakan pcr,.rndinean murscnar
pcmbuatan Pcrianiian Kcria Bcnan:a {PKBi Periodc tahun l0l9 s,ri rahrm l0l l.

Bahwa dalam pembuaran Perjanjian Kerja Bersama (pKB1 pcriode hhun lOt9 s.,d rahun l0ll. para
pihak scpakat mr"rnherlakrrkan kcmbali Perjanjian Kcrja Bcrsama lPKB) penode tahun :016 sid uhun
2018.

Bahua dengan sepakatnva inenrherlakukan kembali Perianjial Kcrja Bcnanra (pKB) periode talur.i
2016 s'd tahun t0l8 pada perioJe rahuo 2019 sid tahuo 20f1. maka para pihali scpakat untuk
mendatangani dan mendaltarkan Perjanjian Koja Bersama (pKBl 1.6119 baru peiiode rahun 201 9 s d
tahun 202 i Ke Dinas 'lenaga Kerja Kora Surabaya,

Ertuil :yitprifipthtcj*orarsu .tdtt
xn Trr. : otriao9.r(ya-t 1.'.:}i \/'-tJ i'.8lirl Pi-J-r {naid ! I dra .

t
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IFUB SrA"I ]!irr.ul F3-rt

,h..*IFC t *a. {BlfA.r*aP \r&t4/lfrllvlJttrr?
t&ylrEHr&ik - t!*{r ltlrfAria

EI,+U?,IE
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krtrlr : Heri
Sekretaris : Slatect SussEto

4. Bahr,r'a dengan berakhimya masa Pcrjaniian Kcrja Bersama (PKBi pcriodc tahun 1019, s:rmpai dei:gan
tahun ll-)l I . mtrka .iclaku Pinrpixan Unit Kerjh SPAI FSPMI Psrceukar: Enam Java akur mercvisi FKB
iatna ultok menamlrahkrlr usia pensrun Peketja&ar1=a*-ar dan Skaia upirh berdasarlan Ferundans-
undangan unruk dicarrunk.rn daldfi Per_ianjian Kerja Berszlrna IPKB] perio.Je tailr:m :iJll sarrrliai
drngan tahun 2O1-i,

I)ari semua hasil Advokasr vang ditakukan kepada Pimpinan l-.t}it *ieria SPAI FSPIv{l Percetakan {:nam Java

^dak iedepas dari perar pent:ng'determiran adrokasi pelaksanaatr undang-unrlang nomor f I tahun l0{}{,r
untuk mctciptakan hubungan industrial vang harmonis yain-r :

PEilIDIDIKA}-. KOMLI{IKASI. KETERBUKAAN, DAli SAR,{N.{ PRASAR,{NA.

Dengan dcmikia.n Mudtl I)ETELII1N,{N ADVOKASI PELAKSANAAN LIDA\G-L}DA:\IC NOMEI{

2I TAI{UN 2OOO L}ITUK N{ENCIPTAK.{N }IUELNGAN {NDUSI R{AI- YANC HARMONIS DAL.{\{
R.{NSKA ME}iA{GKATKAIi KI\ERJA SERII(AT PEKERJ.{ DI JAWA TIIUL.IX. dapa. dirLTima dan
ditrerlakukan di Pimpinan Unit Kcrja SPAI FSPMI PERCETAKA,N ENAM JAYA.

Demikian Berita Acara ini dihuat dengan seberarnya rlzn dip<gunakan sehasaimana mestinya.

Yang N{e r.: _varak a;: -
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FEDER.{SI SERIIC{T PEKEBJ.{ \lETAL ITDONESIA
cr'. PRol-tL E6

{Fr K SPA| FSPlrtI c1'. PROnL t8t

FSPnvTil

Ktrua : Ilcn] ,l*unl Susllo
sekrearris : llsch- Riz-.1 Lamh{: licp. 0053lii?C-lP.{- r:S Pt}rll6, AJ 201{

Jl &rfn&+* foa6ah ,a at *'a. 2
,irigs.^t o'rrlrr{,i*Bl![ic!i 67t

Sumbaya. I Okrobcr 301r,
SI.:R.{,T PERNI'ATAAIi

H.TSTL LJI COBA ltODEL DE'I'IIRTII:iA\ AD}'OK..{SI PELAKSA\.\.{\ Lr\DA\G-U\D.r\.r(;
\OIIER 2I TAHI.\ 2OOO T:\TfK I,ENCIPTAKA\ fIT'BL-rGAN I\DTiSTRIAL }A\G
HAR}IO\IS D-{I.A\I RA\CK{ }IEII\C(ATKT\ NI\ERJ.{ .SERIKAT PEKERJ,I DI JAll'\
TIIIUR P.{DA PI\IPI\ {\ L\IT I\ERJA SPAI FSPTII C\'. PROFTL 88 ,{OT.\ SLrR{BA1'A

,rPada hali ini. Senin 1.1 Aprii ltiltl bdncmpat dijaliur Kr:drnding Teng:rh Jl-v-.a II Nouror i9{-1 gurul.r3ys 191n5
dilaksanakan hasrl Uji (oba lrlodcl D!'termina, Adrokasi Pclaksanaan Undang-Undarig Nomqr 2l Tahun
200{r Unruk }Ienciptakan }luhung.an hdustrrai Yang Hannonis. sctngai luaran rlrri Penelirian Terapan
Ung,vular Pcrgruruau Tinggi yang bcrjudul " Advokasi

Pelalcsanaan Undang-Undane Nomor II Tahun 20{X.l Llnnr}t }Ienciprakan Hubungan tndusrial yang
tlarnurnis Dalanr Rangka illeningliatkan Kine{a Serikat Pe&eja Di Jauz Trmur kepada SpAl FSpl\{! CV.
PROFIL 8S liiru Surabaya dcngan rangkarau kcgiaran Advokasi yaitu :

l. Advokasi Pembuaun Perjanjian Kerja Bersarna {pKB} periode tahun l0l0 - tahun 2022.

l. Persr'lisihan Hubungan Keria tenrang Pemutusan Hubungan Keqia tpHK;

-1. Hak-hali rr-ormarif Pemutusaa Hubungan Keg-a (PHKI.

De*gan hasil -{dvokasi sebagai [rerihrt :

B.rh*a para prhaii Pcrrama dcngan prhak Kedua sepakat mengadalan pcrundingan rrrcngcnai
purnbuaran Pe-janjian Kerja Bersama (PKB) periode rahun 2019 s:d tahun 2021.

Bah,r'a tlalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersanu {PKB) Periode rahun 2tt20 s/d tatrun 2022. para
pihak scpakat mcmbahas p-rundingan di Dinas Tcnaga Kerja Kora Surabaya.

Bah$'a t'erjalan-Nva waktu para Pekcqla aunr Karyawan Profil 8E dirumahkan rtau diliburkrn
dcngan mcmbcti upah se\csar 50o/o dari Upah tanpa ada pcmbcrirrrhuan kcpada Serikar pckcrja dan
atau para pckc{il.

4 Perusshrea dllutup tr-rtanggal 37 Aprii ?020 unpa aria pcmb,"ritahuan kcpatta S.rikar pckcrja dan
atau pnrir pekerja- sehingga Pe.kerja tidak dapat masuh bekerja dan upah prkerje tidak
dibalarkan.

l3rih$'a Pcmurusan Hubungm Kerja yang di laL'ukan olch Pimpirran Perusa-haan di karcnaJ<an ale-ranprodulci menu.un rlilryenrkan adaaya pandemi lirus vang melanda In,lonesia-
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PIITPI\A\ UXIT KERJA
SERIKAT PEKERJA A}'EKA NDI,ISTRI

FEDERASI SERIIC{T PEXERJA .\IETAL [\DO\ESIA
C\', PROHL E8

fput{ sPAt FsPrdI C1'. FROflL mr

krtu! : Dt$! .{:shg Snrito
Seli.ctr.is : Mo.l. Riz.l Lr{rbe.+b, sric

&*,!rrdd{
f*tl

r f,qp 0951ff,ffJ? 1I-FSP l./SBrntnalE
.-4. rtr','dqrqlsn slc ln j

. pitgctfari:trindl&*,.. c*r'

6. tlahr+a PHK yang dila.kukan olch Pimpinan pcrusirhaan cv.pRul-ll ls kcpada karyarvan
CV.PROFIL 88 tidak scsuai dcngan pcraruran pcnrndang-undartgan he-.dirsarFan :

Undang-undeng oomor l3 Tehun 2003 Tenraag Ketsn&gal{crjran

PASAL IJ5
{ I1 Pemuursan bubunsan kerjrr unpa penctapan sebauainrana dirnaksurl cialanr Pasal l5l a}.ar (3) batal

demi hukum.

{2) Sc,lana putusan lemba€:a pcnyclesaiar} perselisihan hublngan inrjusoial belum ditr.tapkarr. baik

f€yata rraryrun pck{a,turuh }ranrs tcrap $claksanalran scgala kewajibannya.

Bahrra Hak-hak tarl'auan CV- PROFIL EB 1,ang diherikan kqrert, oleh l,impinan perusahaan CV.
?ROFIL 8E dilxgzn oenrbuat Perjanjinn Betsanra pela trari Jum'at mr.g-eat 22 Bulan Mei 2020
berternPar d;jal;ft Kcdinding 1'cngah Ja-va II Nonror 39-43 Surabay-a- tlan discpakati kcdua bc.la1 pihak
pcnrtns perfanjian . (PtTjot jian Berscma l*lanpir)

S. Bah*'a dikarenakan penuasalalran ters€but diat3s, nda Perjanjian Kerja Bersa0ra ipKB) menjadi
trarnda dan tidak dapar di lanju*an lagi.

7

9 tUaka dalarn advokasi Permasatahan kaena€Blierjaan kepada pekerja-&an as'an Serikar peh-e{a SpAI
FSPMI di Si'. PROF{L 8S menjadi perselisihan Pcmutusan Flutrungan Keria (pI-lK) tiikarcnal<an
Perusahaan CV. PROFIL 88 turup berdasarkan :

PASAL Iii3
{1) Pengusata daPar mclaku}ian pcmunts.ur huhrlrgan kerja rv}radep pekrvjaturuh datanr hal rerjadi

perubahan

status. penggati:ngan. peteburan. atau perubaban keoemilikan perusahaan dan pkerja/buruh tidak
becedia mchnjukan hubungan kerja. aaka pekerja/buruh berhak ata-s ,*,n poun-g- sebesar l
(saut kari sesuai ketenrran Pasar 156 a)'at ( 2 )- ueng plTharga;ur masa kcrja r { sa r kari kct!-ntuan
Pa-sal 156 ayaa (-3) dan uang pengganriaa hali sesuai kercnunn dalam pasal 156 aya! {.1).

11) Pcngusaha depat mel,.kukan pemuruian hubungan kc{a terha<lap pekcrja-,turuh karcna pcrubahau
status,
penggai:ungan- atau peleburan perusahaar. d^g pengusaha tidat bersedia menerima pekerja:btu-rrh
di perusahaannya maka peke{a buruh bcrhak a.us uang p-angon sebesar r (dua) kaii kettnturn
Pasal I56ayat t2)- uang pc'nglrargaan rnasa kcq-a I lsaru)kali kc-tentuan dalam pasal 156 a_val (J),
dan uang peng_qanrian hak sesuai kerenuran dalam pasal 156 ala.t (+).
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FEDERASI SERIH,AT PEKERJ.{ METAL rI'DO\ESIA
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:NG S o RI L R.{\{
[',eua Sekretaris

rFSPMiil

l0 Bahwa Permasatahan terscbut di aus. telah dirundingkan sccara brpanir. antra pcrusahaan CV.
FRORL:88 dcngan Pimpinan Unrr Kerja PUK SPAI FSPr{l C1'. pntlrtl xS namun tidr* ada
kesepakaten, maka sesuai kcrrtrrual Undimg-Un&ng Nomor I Tihun j(,0{ tuntang ppHI pasal .t
ayal (l)- PUK SPAI FSPMI C\:.,PROFIL 8.-r m*=rg*un perselisihan Hak pHK Ketenagalie{aan
pada loCEal l5lr{ei 2ljlfj keoada Kepala Dinas fena_ea Kerja Kora Surabar s Ji. .q,-if Rahnran Hakim
t3l-l33Lenlai 3 & 4, u.p. Yrh. Kabid. S.varar Kerja darr Huhungan Inrlusrnai Kctenagakcrjaan.

. DaIi semu:a hasil Advokssi valtg rlilakukal kcpada Pirnpina:l Unir Kcrja Sp-{l FSp\{} C\'. pROFIL gS ridak
'hpas dari p€ran p€nrmg dererminan arlYokasi p€laksanaan untl3ng-unrlang nornor I I ulrun l00o untuk

nencrptakan hutiangan ixiustrial yarg harrnrrnis yairu :

PENDDIKAr\,XOML-\.IKASI. KETERBUKAAi,i- DAN SARAN..1 pR.{S_1RAr\.A.

DCNg*T.dCTNiKiAN I{OdCI DETERMINAN ADVOKASI PEI.AKSA}iA,{N L}{DANG.LNDAl,i(i NOIUER

3I TAITTN2OgOLINI Lfr. MENCIPTAKAN I{UBUNGAN INDUSTRI.AL 1'A\G HARMONIS DATAI\{
RANGKA MBIIIGKATKAN KNERJA SERIKAT PiKERJA DI JAWA TIITfLIR dapat <iircrima tlan
ditrrlal:r*an di Pin"pinan Unir Kcrja Sp.t,I FSplv{I C1r. pRoFIL 8E-

Dernikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan scharaimana nrcsrinva.

\':rn-u \'{ l-rtvetiil.rr lr.

3

efeeix :Jl. f.tutft1padra6.+ .& ?

fd r*lsfur,cDt',qglsEE c. -,,.

(erur : Drn] .tguag Sorito
Sfkretrrir i :\todt. tli"rl l{.mbc



---

ffita::ll-,

ffi .=## '

I *,-, -.5-- gr+io r*r$a :,
, : . t . rt. X.i !}*+t-txio. Ut TritdrjdlQr .

l0 irm, ei: !4r.:tt{ tt*rt't+ra _t*+t
:.q.i4_rrr:+*r - , .

r ILatd Ar''r. ilr'
t tHri. StL rit

,, rao;ii"roi-. r!!r.''.t* riFarl-r6=-a*a . ::_-.
i:,''I 

',.@i1*-1€Y!'-L!t5.=.5t!4''-+a.,''.,r''-i.i*- 
't*a i.'i-* ri*i-ilFiild 'abs. + - :

..: -lrbii;-H-.; '*q**t-r riirr *a,.ts-. i*q
* ErE aqtt rj-. lt-&Drr.*fd B t{JE t-r

baE- -*-.!ieEi..}-Etd & *!-d -

.*L**-I - 
:'i ...-i*..---".- i-

:' ..6;r-cior;r-.qi+$i{Lq!t :.rs. *:*r :=

. r Thia. : r" 'I:: :'':'r

E*Si

I

I

I

,.

I



KEGIATAN UII COBA MODEL PENUTI.]PAN PERUSAIIAAN CV PROFIL
88 DAN PHK KARENA PANDEMI COYID 19

F-

ffifr
*

L

z \*fi
,-ita
," ,*:

I
'.a \

=.:_?-.#

=+

r EG.;;.aE

-:r
l

rt

t! it

1

.7

rl



UII COBA MODELPEMBUATAN PEMBAHARUAN PERIANJIAN KERIA
BERSAMA (PKB) DAN MEMPEKERJAKAN KEMBALI PEKERJA YANG
DIRUMAHKAN KARENA PANDEMI COVID 19 SERTA PEMBAIIASAN
NASKAII AKADEMIK DI PENGURUS T'N]T KERIA SERIKAT PEKERJA
ANEKA INDUSTRI FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDUSTRI
(PI.JK SPAI FSPMD PERCETAKAN ENAM JAYA

q','tffi*
!

aff !

C

;

E
II

-.'.'

I
I .'ll$

:'

._{ I
t*.

* ,.F

',$'

\

('



PENG.TJMPULA}I DATA DENGAN
MANAGERHRD PTJACOBIS

UIICOBAMODEL
FGDUSIAPENSII,'N EKSISTENSISERIKAT
BERSAMADPD SPSIKOTA PEKERIADAN
SIJRABAYADAN PEMERINTAHI,JNTT]K
DISNAKERKOTA MENETAPKANUSIA
SURABAYA PENSII]N BAGI

PEKERJA/BUR1JH

PEMBAHASAN PERATURAN DAERAII
TENTANG SANKSI ADMINISTRASI
PEI-ANGGARAN UANG PESA}.IGON DAN
USIA PENSITJN DENGAN MANAGER HRD
PT JACOBIS DAN PAKAR PERBI,JRI,JHAN
Dr. ASRIW

UJICOBAMODEL
EKSISTENSI SERIKAT
PEKERIADAN
PEMERINTAHUNTUK
MENETAPKANUSTA
PENSII]N BAGI
PEKERJA,/BURUH

{,

<Ep
I

t
i

f

t e
E,|

5
|:I

k,|.
r} j*

;At-

I

I

:
s'.

I

T
-b



FGD TENTANG USIA PENSII,]N DAN
SANKSI DENGAN KEPALA DINAS
TENAGA KERIA KOTA SURABAYA

KAJIAN MENDALAM TERHADAP KEKOSONGAN HT]K[JM SA}..IKSI BAGI
PEL,/q'NGGARAN TIDAK MENYEBITIKAN usIA pENsIuN DALAM pxs DENGANKABID SYARAT KER'A DAN HI,]BUNGAN INDUSTRIAL OISNEXEN iOTA
SIJRABAYA

:, l

1!

fl5
'!:

a

:l

I
tI I

lI

ts*,,-.--

.r- l-!t f--tf

lF --
-l {

_i,lI'--*'i, ti
l, I.l

,8

fi,,
,

=l;E.rE. E

t-k--

lr=E_Efi
:.J

E.*TEffi



PENYERAI{AN NASKAH AKADEMIK TENTANG USIA PENSIUN KEPADA KETUA
DPRD PROPINSI JATM

I
h
H
{8.w
lgs r.,@:+_-4fri;f_

b
f

-

I

i-,@:F
- _ 4-4;-:_ :-.@:+

=--:.9=-

+



 


Typewritten text
LAMPIRAN : LUARAN HIBAH



Dokumen pendukung luaran Tambahan #1

Luaran dijanlikan: Publikasi llmiah Jurnal lnternasional

Target: & acceptecUpublished

Dicapai: & Published

Dokumen wajib diunggah:
'|

Dokumen sudah diunggah:
1. Artikel yang terbit

Dokumen belum diunggah:

Nama jurnal: Journal of Legal, Ethical and Regulatory lssues
Peran penulis: first author I ETSSN: 1544-0044-Zp-6-4gg
Nama Lembaga Pengindek: Scopuss
URL jumal: https:/Amrw.abacademies.org/articledmodel-ofdeterminant-factors-of-
industrial-relations-analytical-study-of-indonesian-laws-on-trade-union-gggs.html

Judulafiikel: MODEL oF DfiERMINANT FAcroRS oF TNDUSTRTAL RELAT|ONS
(ANALYT|CAL STUDY OF TNDONESTAN IAWS ON TRADE UNTON)
Tahun: 2019 | Volume: 22 | Nomor: 6
Halaman awal: 1 | akhir: 9
URL adikel: httrs:/ ,v{rw.abacademies.org/articleymodel-ofdeterminant-factors-ot
industrial-relations-analytical-study-of-indonesian-laws-on-trade-union-8gg5.htmll

DOI: -


Typewritten text
URL link Jurnal : https://www.abacademies.org/articles/model-of-determinant-factors-of-industrial-relations-analytical-study-of-indonesian-laws-on-trade-union-8885.html



Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues                                                                                           Volume 22, Issue 6, 2019 

                                                                                                   1                                                                          1544-0044-22-6-433 

MODEL OF DETERMINANT FACTORS OF INDUSTRIAL 

RELATIONS (ANALYTICAL STUDY OF INDONESIAN 

LAWS ON TRADE UNION) 

Bachrul Amiq, University Dr Soetomo 

Ulul Albab, University Dr Soetomo  

Hartoyo, University Dr Soetomo 

ABSTRACT 

In Indonesia, Trade Union was legally specified in Law No. 21 of 2000 regulating several 

provisions relating to the functions, roles, objectives and formation of trade unions. The role of 

trade unions as mediators between the interests of companies and workers is needed to create 

harmonious industrial relations. The advocacy for the implementation of Law No. 21 of 2000 

concerning Trade Unions/Labor Unions is a series of mentoring in the form of 

recommendations, assistance, and statements for the interests of workers. The purpose of this 

study is to produce an advocacy determinant model of the implementation of Law No. 21 of 

2000. By using the approach of normative and empirical juridical methods, the results showed 

that trade unions have played a role in advocacy for the establishment of trade unions, the 

creation of Collective Labor Agreements, work agreements, bipartite advocacy, tripartite 

advocacy and settlement of industrial relations disputes. The model revealed that the level of 

education, communication, openness, and infrastructure are elements that strengthen the 

advocacy of trade unions.  

Keywords: Advocacy, Trade Unions, Industrial Relations, Determinant Factors. 

INTRODUCTION 

The success of a company is much influenced by the conditions of qualified human 

resources and conductive environment and relationship between stakeholders in a company 

(Berman et al., 1999). The role of the corporate management is to create and maintain 

harmonious industrial relations by carrying out good communication and being cooperative with 

the interests of workers (Harsono & Ambarepto, 2012; Mansyur, 2015). Industrial relations are 

necessary to create a healthy and fair working relationship system. The systems of industrial 

relations occur between companies, workers and the Manpower Office to achieve company goals 

in the production process (Swasto, 2011). The production process can run smoothly if each party 

involved in the company is able to manage and maintain a harmonious working relationship. 

Harmonious industrialization relations that are well-established are expected to allow production 

process run smoothly. Indonesia ratified ILO Convention No. 87 of 1948 by Presidential Decree 

No. 83 of 1998 concerning the Ratification of the Convention No. 87 On Freedom of Association 

and Protection of the Right to Organize (Charnovitz, 2008). There are statements that workers 

and employers are treated without discrimination, have the right to become members of 
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organizations both workers' organizations and corporate organizations without being influenced 

or intimidated by any party. After the Presidential Decree No. 83 of 1998, Indonesia stipulated 

Law No. 21 of 2000 concerning Trade Unions (hereinafter Law of Trade Unions). In this Law, it 

is explained that the purpose of the establishment of trade unions is to provide protection, defend 

worker rights and interests and improve worker welfare. 

However, the reality is that there are still many companies that have not been able to 

accept the establishment of trade unions in the company. This condition can lead to disharmony 

of industrial relations in the company (Arslanov & Safin, 2016). Therefore, a work culture like 

this should not be sustainable for company and workers alike. Hence, it needs a determinant 

model of advocacy for the implementation of Law of Trade Unions that can bridge the interests 

of companies and workers so as to create a harmonious industrial relationship to improve the 

performance of the union workers and companies (Crossman & Abou-Zaki, 2003; Ningsih, 

2015; Sumardiani, 2014). In this context, this study aims to analyze the Indonesian Law No/ 21 

of 2000 concerning Trade Unions regulating several matters relating to the establishment of trade 

unions, functions, roles and objectives of the formation of trade unions. The study also proposes 

the advocacy determinant model in the implementation of Law No. 21 of 2000. The problems 

discussed in this study are how the advocacy determinant model of the implementation of Law 

No. 21 of 2000. In various industrial centers, such as in East Java, one of the industrial centers in 

Indonesia, there is a tendency for less harmonious relations between workers and employers. The 

establishment of trade unions in this context can be a forum for workers to aspire to their voices 

regarding the system and wages of work to the company. However, this relationship is still two-

way, and the government needs to mediate this relationship. Although the concept of tripartite 

advocacy has been widely recognized (Casale, 2000; Han et al., 2010; Fischl, 2007). It’s clear 

depiction in a particular model, has not been widely explored. The focus of this research in 

advocating the implementation of Law No. 21 of 2000 concerning Trade Unions is the 

originality of this study, where most previous research emphasizes the resolution of industrial 

relations disputes. Based on the legal basis of advocacy, this study seeks to examine the legal 

concepts needed in worker advocacy, and the factors that determine advocacy. Some important 

parties namely labor union, company, manpower office and industrial relations court were 

analyzed to determine the success of advocacy. The results of the study reveal the relationship 

model, determinants and implementation of advocacy in the context of industrial relations. 

RESEARCH METHODS 

This type of research is a qualitative descriptive study with a normative juridical (legal 

research) and empirical juridical approach. According to Nasution (2012), qualitative descriptive 

research is research by doing a description to give a clearer picture of social situations. This 

research focus is to evaluate and analyze the advocacy determinant model of the implementation 

of Law No. 21 of 2000 concerning Trade Unions. This research was conducted in East Java with 

informants namely labor unions, companies, Manpower Officers, workers. Data were obtained 

from primary data, namely the results of interviews with relevant informants. In carrying out this 

research in the East Java region, it was conducted in the Surabaya City Manpower Office and 

some companies located in this province. Data triangulation was conducted to obtain data 

validity. This study also uses secondary data in the forms of documents, labor laws, and 

observations in the field. Based on the results of interviews and literature analysis, the 
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determinant factors of industrial relations model is described and displayed at the end of this 

paper. 

RESULTS 

Trade Union and Legal Basis of Advocacy 

Trade unions are organizations formed from, by, and for workers both in the company 

and outside the company, which are free, open, independent, democratic and responsible for 

fighting for, defending and protecting the rights and interests of workers and improve the welfare 

of workers and their families (Article 1 No. 1 of Law of Trade Unions). Trade unions are a place 

for workers to fight for the welfare of workers and their families. Trade unions function as 

mediators for the benefit of companies and workers (Zhang, 1997). Article 1 and Article 4 of 

Law of Trade Unions reveal the importance of trade unions as a means of creating harmonious, 

dynamic and just industrial relations, a means of channeling workers' aspirations in fighting for 

the rights of their members and share ownership in the company and assisting in making work 

agreements and settling industrial disputes. 

Advocacy or assistance in employment is an activity or series of actions in the form of 

advice, assistance, statements and defense made against workers/members against a particular 

condition/problem. Advocacy activities for the implementation of Law No. 21 of 2000 

concerning Trade Unions/Labor Unions include activities of Advocacy for the Making of 

Collective Labor Agreements (CLA), Bipartite Advocacy, Tripartite Advocacy and IRC 

Advocacy. Advocacy is regulated in Law No. 21 of 2000 concerning Trade Unions/Labor 

Unions, Law No. No. 13 of 2003 concerning Manpower and Manpower Minister's Regulation 

No. 28 of 2014 concerning Procedures for Making and Ratifying Company Regulations and 

Making and Registering Agreements Work together.  

Article 124 paragraph (1) of Law No. No. 13 of 2003 concerning Manpower (Manpower 

Law) stated that trade unions can carry out advocacy in the making of CLA which contains the 

rights and obligations of employers, the rights and obligations of trade unions and workers, the 

validity period of CLA and party signatures who made CLA. Article 106 paragraph (3) of 

Manpower Law stated that the membership structure of the Bipartite Cooperation Institution 

(BCI) consists of elements of employers and workers appointed by workers in a democratic 

manner to represent the interests of workers, while tripartite cooperation institutions consists of 

elements of the government, employers' organizations and trade unions, with the functions of 

giving consideration, suggestions, opinions to the government and related parties in the 

formulation of policies and solving labor problems. Manpower Office can also provide advocacy 

as an institution that can provide services, protection and comfort to workers and companies. 

Employers have an advocacy role to create partnerships, develop businesses, expand 

employment and provide welfare in an open, democratic and fair manner. Trade unions have an 

advocacy role to assist workers in carrying out the work according to the rules, maintaining order 

and continuity of production, channeling aspirations in a democratic manner, developing skills 

and justice, promoting the company, fighting for welfare, making CLA and resolving industrial 

disputes. If industrial disputes cannot be resolved at the bipartite or tripartite institutions, the 

trade unions can submit labor disputes in the Industrial Relations Court (IRC).  

 



Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues                                                                                           Volume 22, Issue 6, 2019 

                                                                                                   4                                                                          1544-0044-22-6-433 

Advocacy Determinants  

There are several advocacy determinants that influence harmonious industrial relations, 

including:  

1. Education; 

2. Communication; 

3. Openness; 

4. Infrastructure. 

First-Education 

The level of education of trade unions influences the ability of trade unions to understand 

and implement labor laws and regulations properly and correctly. Legal awareness can be owned 

by unions that have a sufficient level of education. Trade unions as mediators need a sufficient 

level of education so that unions can better understand and understand what workers demand or 

can also understand the company's capabilities, so that in conducting mediators, unions can sit 

together with workers and companies in resolving disputes with the way of consensus. As a 

mediator, trade unions can also understand the company's interests for smooth production, the 

company must create a new policy with the aim of production effectiveness and efficiency, 

therefore the role of trade union advocacy is needed to advocate for workers to accept the new 

policy.  

Second-Communication 

This is one of the ways needed to create harmonious industrial relations. Often, conflicts 

between companies and workers due to errors in communication. The company considers 

workers only as factors of production that do not need to be involved in company plans, policy 

making. The company considers strategic policy to be the company's prerogative authority. This 

condition will be prone to cause miscommunication between company management and workers, 

and more likely to create a distant gap between companies and workers. This will make company 

goals unattainable because they are not supported by workers. Errors in communication can also 

lead to different interpretations and unexpected reactions arise. Therefore, to achieve the goals of 

the company and workers, it is the duty of the company in particular, and the union to disburse 

the clogged communication (Wardiningsih, 2012). This communication obligation is also for the 

government as a mediator in resolving industrial relations disputes in a tripartite context. 

Third-Openness 

This is needed so that each party implementing advocacy of Law of Trade Unions. 

Information fluency will facilitate the flow of inputs, criticisms, suggestions between parties 

involved. Companies need to convey the conditions and interests of the company to workers. The 

company's development plan is socialized to workers so that workers can find out about these 

conditions and can support all changes and new policies. Instead, the company's progress needs 

to be conveyed to workers. This is so that workers are given the opportunity to participate in 

share ownership for interested workers. Such an organizational climate will make workers feel 

comfortable, valued and enthusiasm for working and a high commitment arises. Openness of 
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workers can be realized with high responsibility and work discipline and adhere to all applicable 

regulations in the company.  

Fourth-Infrastructure  

Infrastructure facilities provided by the company are endeavored to support the existence 

of trade unions and good partnership relationships. Trade union infrastructure needs to be 

provided by the company so that the union can run the organization smoothly and comfortably. 

Vehicle facilities for trade union officials in attending organizational activities outside the 

company need to be provided by companies to improve the performance of trade unions. Other 

facilities and infrastructure such as dining room, rest room, and nursing room for mothers who 

have babies, polyclinics, sports rooms, and evacuation rooms need to be provided by the 

company quite adequately, so that employees feel comfortable working in the company (Helmi 

& Pilo, 2017). A healthy organizational climate will create high job satisfaction, and job 

satisfaction affects employee performance through organizational commitment. This means that 

with good advocacy will build harmonious industrial relations so that it will increase employee 

job satisfaction and high employee commitment. Employees who have a high commitment will 

support the performance of the union and improve their performance. 

Advocacy Implementation  

According to Law No. 21 of 2000 concerning Trade Unions/Labor Unions, advocacy is 

as follows: 

1. Advocacy for CLA making; 

2. Bipartite advocacy; 

3. Tripartite advocacy; 

4. IRC advocacy. 

Collective Labor Agreement is an advocacy for the creation of a Collective Labor 

Agreement (CLA). This advocacy covers activities to accompany workers to draft until they get 

approval from the Manpower Office which includes, among others, the name, place of residence 

and address of trade unions and companies, number and date of registration of trade unions by 

the responsible agency, the rights and obligations of the company and workers, the period and 

date of entry into force of the CLA and the signatures of the parties making the CLA. Article 4 

paragraph (2) number a states that the Trade Union/Labor Union has a function as a party in 

making collective labor agreements and settling industrial disputes. CLA Arrangements are also 

regulated in Law No. No. 13 of 2003 concerning Manpower, especially in Chapter XI of the 

Seventh Part, starting from Article 116 to No. 135. More specifically about the requirements, 

procedures for making, renewing, changing and registering CLA regulated by a Ministerial 

Decree in this matter is the Minister of Manpower No. 28 of 2014 concerning Procedures for 

Making and Ratifying Company Regulations as well as Making and Registering Collective 

Labor Agreements. Trade Unions/Labor Unions have a role in proposing negotiations on making 

and signing CLA (Article 28 paragraph (1) Regulation of the Minister of Manpower No. 24 of 

2014. Trade unions are parties who submit requests for negotiations on making CLA as 

stipulated in Article 17 of the Minister of Manpower Regulation that “entrepreneurs must serve 



Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues                                                                                           Volume 22, Issue 6, 2019 

                                                                                                   6                                                                          1544-0044-22-6-433 

trade unions/labor unions that submit requests in writing to negotiate the Collective Labor 

Agreement with the provisions.” These provisions include: 

1. Trade unions/labor unions have been recorded based on Law No. 21 of 2000 concerning Trade 

Unions/Labor Unions;  

2. Meet the requirements for making CLA as stipulated in Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. 

This CLA is very important for companies and workers because it regulates the rights and 

obligations of employers and workers, among others, regulating the terms of employment, work 

system, normative and non-normative rights paid, and sanctions for violations. Therefore, trade 

unions are the most active and take the initiative to hold negotiations. The high and low welfare 

of workers is very much determined in the making of this CLA, the professionalism of trade 

unions is crucial for the success or failure of fighting for the improvement of the welfare of its 

members because the unions have bargaining power for the company to approve workers' 

requests. 

Furthermore, bipartite advocacy is an accompaniment carried out by a union when 

disputes are committed by a union with a company either normative or of interest at the company 

level, be it rights disputes, conflicts of interest, and disputes over termination of employment, 

regulated in article 7 No. Law 2 of 2004 (Rokhani, 2009). Bipartite dispute settlement means the 

completion of industrial relations between workers/labor unions and companies internally within 

the company without involving third parties (Pangaribuan, 2005). If there is an agreement 

between the union and the employer, it can be stated in an agreement between the two parties 

called a joint agreement. This is where workers need the role of trade unions to fight for the 

interests of workers because trade unions are considered to have sufficient expertise in the field 

of labor. Bipartite advocacy which is often accompanied by trade unions, among others in two 

conditions, that are violations of underpaid wages and violations in not carrying out the workers 

social security. These violates Law No. 24 of 2011 concerning the Social Security contained in 

Article 17 paragraph (2) concerning administrative sanctions in the form of fines, written 

reprimands and not get certain public services. In this context, advocacy from trade unions is 

reporting violations committed by the company to the Civil Servant Investigator, and the 

investigator following up on the matter to the state prosecutor's office. 

Lastly, tripartite advocacy is an accompaniment carried out by trade unions when 

disputes at the bipartite level are not agreed by parties to the dispute, so disputes are submitted to 

the Manpower Office for mediation and recommendations are made by the Manpower Office. 

Tripartite advocacy that is often carried out by unions is in two conditions. First, unilateral 

termination of employment termination. This occurs when a company commits unilateral 

termination of employment. So the trade union advocates for workers affected by layoffs in 

accordance with applicable laws and regulations. Advocacy is done in the form of fighting to be 

able to work again, but if it is not successful the trade union will fight for the rights of workers 

who have not been fulfilled such as severance pay, the period of award and compensation in 

accordance with articles 150, 156-158 Law No. No. 13 of 2003 about Employment. Second 

condition is in the violations of employing contract employees continuously. This occurs when a 

company violates the hiring of employees continuously with contract employee status violating 

Article 65-66 of Act No. No. 13 of 2003 concerning Manpower. Advocacy carried out by trade 

unions fights for workers' rights to be appointed as permanent employees at both bipartite and 

tripartite levels. If that does not work, it will continue to the IRC level (Figure 1). 
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FIGURE 1 

MODEL OF HARMONIOUS INDUSTRIAL RELATIONS DISPUTE RESOLUTION OF TRADE UNIONS 

The Industrial Relations Court is a special court established within the district court that 

has the authority to examine, hear, and give decisions on an industrial relations dispute. Article 

56 of Law No. 2 of 2004 concerning Industrial Relations Dispute Settlement states that the 

industrial relations court has the duty and authority to examine and decide at the first level 

regarding rights disputes, at the first and last level regarding conflicts of interest, at the first level 

regarding disputes over termination of employment, and at the first and last level regarding 

disputes between trade unions/labor unions in one company. 

Industrial Relations Court Trade union advocacy in the IRC level is advocacy carried out 

by trade unions when the results recommended by the Manpower Office (mediator) are not in 

line with expectations, the trade unions will follow up to the IRC by filing a lawsuit to the IRC in 

accordance with Law No. 2 of 2004 concerning Industrial Relations Dispute Settlement 

(Nasution, 2017). Hence, the success of advocating the implementation of Law of Trade Unions 

is influenced by two things, that are advocates (companies, trade unions, Manpower Offices and 

IRC), and advocacy determinants (education, communication, openness and infrastructure). 

The higher the performance of advocates in carrying out their advocacy role, the higher 

the success rate of advocacy for the implementation of Law of Trade Unions. The higher the 

level of education of trade unions, the better the communication of the company with trade 

unions and workers, the higher the openness of companies and workers and the higher the 

infrastructure provided by the company to workers, the higher the success of advocacy for the 

implementation of Law of Trade Unions.  

CONCLUSION 

Advocacy is carried out jointly between trade unions and companies (Bipartite 

Advocacy), between trade unions, companies with the Manpower Office (Tripartite Advocacy) 

and between trade unions and Manpower Office (Tripartite Advocacy), and between companies 

and Manpower (Tripartite Advocacy) and IRC Advocacy. The results of the study reveal that 
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trade unions have played a maximum role in advocacy for the establishment of trade unions, the 

creation of Collective Labor Agreements, work agreements, bipartite advocacy, tripartite 

advocacy and settlement of industrial relations disputes in Industrial Relations Court. Moreover, 

the levels of education, communication, openness, supporting facilities are elements that 

strengthen or succeed in advocating the implementation of Law No. 21 of 2000 concerning 

Trade Unions. The implementers of advocacy include trade unions, companies, Manpower 

Offices and IRC. The role of trade union advocacy is needed by workers in providing protection, 

defense of rights and interests, as well as improving decent welfare for workers and their 

families, because workers lack the knowledge to understand labor regulations. The findings show 

that corporate advocacy is needed in the context of handling disruptions and as a negotiator. 

Corporate advocacy has a significant effect in dealing with the problem of conflict between 

workers and their superiors as well as the problem of work indiscipline that is often carried out 

by workers. Advocacy that can be done by the company by giving verbal reprimand to make 

employees aware of more discipline. Advocacy by the company can be done through bipartite, 

the problem is solved by means of deliberation to reach consensus. Advocacy is needed when a 

company makes a new policy by socializing the policy first to the worker before it is set to be 

implemented, advocating for partnerships with trade unions and workers, opening and accepting 

workers' aspirations, is needed to open good communication between the company and workers. 

Manpower Office advocacy is carried out when disputes occur by giving recommendations to the 

parties to the dispute and providing guidance to companies and workers to be aware of the law 

and to comply with all labor laws. Manpower Office's openness in accepting labor issues 

submitted by trade unions needs to be addressed quickly, so that labor issues are quickly resolved 

properly, minimizing demonstrations carried out by workers and trade unions can be a social 

control for the performance of the Manpower Office, especially in resolving disputes in 

industrial relations. 
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Abstract. Retirement is an essential change in 

the development of workers' lives. Retirement 

is marked by changes in circumstances, 

namely reduced income and social 

psychological problems. Indonesian Law No. 

13 of 2003 concerning Employment does not 

specify a retirement age limit. The regulation 

instead states that age can be specified in work 

agreements, company regulations, collective 

work agreements, or statutory regulations. 

Meanwhile, the retirement age of the State 

Civil Apparatus is regulated in Indonesian 

Law Number 5 of 2014 concerning the 

management of the State Civil Apparatus. The 

problems examined in this study are the legal 

disparity in retirement age between private 

workers and the State Civil Apparatus and the 

resolution to minimize the disparity. This 

research is a qualitative descriptive using an 

empirical juridical approach. 
 
Keywords: retirement, disparity, workers, state 

civil apparatus 
 

INTRODUCTION 

 

Retirement is a period experienced by those 

whose age is considered unproductive; had 

dedicated their lives to work in a company or 

government agency; have stopped working and 

are starting to enjoy old age. For most workers, 

entering retirement age is not a pleasant thing 

when the company does not provide severance 

pay, years of service appreciation money, and 

compensation money as stipulated in Article 156 

paragraph (2), Article 156 paragraph (3) and 

Article 156 paragraph (4). This means that 

workers entering retirement generally experience 

psychological and health deterioration.  [1],  [2] 

In Finland, the minimum retirement age is 63 

years. Middle-income workers who are entering 

retirement experience the impact of retirement on 

their declining health and may even have heart 

disease [3], [4]. Retirement is one of the 

terminations of employment activities that often 

occur in an employment relationship in industrial 

relations. According to Indonesian Law Number 

13 of 2003 Chapter I Article 1 paragraph (25) 

concerning Employment states: 

 

“Termination of employment is the 

termination of employment due to a certain 

matter that results in the termination of rights 

and obligations between workers/laborers 

and employers.” 

 

Matters concerning termination of 

employment are explained in Chapter XII of 

Article 150 - Article 172 which applies to 

business entities that have legal entities or not, 

businesses owned by individuals, partnerships or 

those of private and state legal entities and social 

businesses and other businesses that have 

management and employ people by paying wages 

and rewards in other forms. There are two types 

of Termination of Employment, which are 

classified in Indonesian Law Number 13 of 2003 

concerning Employment. First, voluntary 

employment termination. Termination of 

employment is categorized as voluntary if there is 

a termination due to the wishes of the worker by 

resignation. Second, termination of employment 

due to "FORCED" conditions by the Termination 

of Employment Clause in Indonesian Law 

Number 13 of 2003 concerning employment, 

causing employment termination. This situation 

is due to disciplinary action, efficiency, and 

retirement. Therefore, this type of termination of 

employment is called involuntary termination of 

employment. In Indonesian Law Number 13 Of 

2003 concerning employment, it can be found 

regarding retirement age in terms of termination 

of employment where the arrangements are in 

Articles 150 through 170, while the clarity of 

rules regarding retirement is contained in Article 

154 which reads: 

 

"The stipulation as referred to in Article 151 

paragraph 3 is not necessary in the case of the 

worker/laborer reaches retirement age under 

the provisions in the work agreement, 
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company regulations, collective labor 

agreements, or statutory regulations; or (letter 

c), the worker/laborer dies (letter d)." 

 

Meanwhile, Article 151 paragraph (3) 

explains the position of the occurrence of 

Termination of Employment, which cannot be 

avoided. This condition is regulated in paragraph 

2 of the same Article. The following are contents 

of Article 151 paragraph (1), Article 151 

paragraph (2) and Article 151 paragraph (3): 

“(1). employers, workers/laborers, trade 

unions/labor unions, and the government, 

with all efforts, must strive to avoid 

termination of employment. 

(2). if all efforts have been made, but 

termination of employment is unavoidable, 

the purpose of termination of employment 

must be negotiated by employers and trade 

unions or with workers/laborers if the 

worker/laborer concerned is not a member of 

a trade union/labor union. 

(3) in the case of negotiations as referred to 

in paragraph (2) does not produce an 

agreement, the employer can only terminate 

the employment relationship with 

workers/laborers after obtaining a decision 

from the industrial relations dispute 

resolution agency.   

 
Article 149 letter d junto 151 paragraph (3) of 

the Indonesian Employment Law has made it 

clear that in the event of termination of 

employment, the employer can only terminate 

employment with workers/laborers after 

obtaining a decision from the industrial relations 

dispute resolution agency. Lely Siregar, SH, MH. 

The Coordinator of the Civil Service Investigator 

in East Java Manpower and Transmigration 

Office stated: 

 

"However, this stipulation is not required, 

one of which, in the case of workers/laborers 

reaching retirement age, is regulated in work 

agreements, company regulations, collective 

labor agreements, or statutory regulations. 

This shows that Indonesian Law number 13 

of 2003 has provided legal protection for 

workers who have entered retirement. 

However, there are still significant problems 

because there is no firm regulation on the age 

limit. Thus, other legal facilities are needed 

that must regulate so as not to become a 

debate and even cases of termination of 

employment disputes that currently still 

occur due to the ‘weakness’ of the retirement 

age limit." 

 

I can be a weapon for both parties, especially 

employers, to avoid the obligation to pay 

compensation for retirement costs that must be 

paid to workers entering retirement. From this 

condition, it can be concluded that the form of 

legal protection for workers entering retirement 

age in private companies does not exist. However, 

the determination of the retirement age limit can 

be based on the prevailing customs in the 

company or based on the legislation regarding 

rights related to retirement. In contrast, in the 

United States, the retirement age of workers is 

determined by the type of work in 38 states or 

according to the position of work in that state. The 

composition of work concerning retirement age 

has two prerequisites, namely: (1) intrinsic 

characteristics of each occupation, physical or 

knowledge; and (2) varied job distribution in 38 

states [5].    

This condition is different from the 

application of workers/employees known as the 

State civil apparatus working for the state. The 

retirement period or better known as retirement is 

regulated very clearly in Indonesian Law Number 

5 of 2014 concerning State Civil Apparatus, 

Article 87 paragraph (1) of the following State 

Civil Apparatus Acts: 

“(1) Civil Servants are honorably dismissed 

because: 

a.  Demise, 

b.  A personal request, 

c.  Retirement age limit, 

d. Streamlining organizations or government 

policies that result in early retirement, or 

e. Physically or spiritually incapable resulting 

inability to carry out their duties and 

obligations.” 

 

This phenomenon raises problems, namely: 

How is the legal disparity and efforts to minimize 

retirement age disparity between private workers 

and the State Civil Apparatus in Indonesia? 

  
METHOD 

 

This research was a qualitative descriptive 

study with an empirical juridical approach 

because it referred to legislation, specifically the 

Indonesian Employment Law. Data collection 

procedures were carried out by collecting primary 

and secondary legal materials. Processing and 

analysis of legal materials were carried out to 

analyze labor laws, Indonesian Government 

Regulations, and international journals related to 

employment, which were then analyzed by the 

primary matter. 

 

RESULT & DISCUSSION 

 

The rules for the retirement of Civil Servants 

in more detail are regulated in Article 239 
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Indonesian Government Regulation Number: 11 

of 2017 concerning Management of Civil 

Servants, namely: 

1. Civil servants who have reached the 

retirement age limit are honorably dismissed 

as civil servants. 

2. The retirement age limit as referred to in 

paragraph (1), namely: 

a. 58 (fifty-eight) years for administrative 

officials, junior functional expert officials, 

first functional expert officials, and skill 

functional  

b. 60 (sixty) years for high-ranking officials 

and middle-ranking functional officials and 

c. 65 (sixty-five) years for civil servants who 

hold key expert functional officials. 

 

Retirement and Old-Age Benefits 
 State Civil Apparatuses who have stopped 

working are entitled to Pension and old-age 

benefits under Indonesian Law. This Pension and 

old-age benefits are provided as a protection for 

the continuity of old age income, a right, and 

appreciation for employee service. Retirement 

and old-age benefits are provided through 

national social security programs [6]. Funding for 

Pension and old-age benefits for the State 

Apparatus comes from the government as the 

employer and the contributions of the State Civil 

Apparatus concerned. Abdullah, SH., manager of 

Human Resources Development PT Jacobis 

stated: 

 

“Pension guarantees are given to the State 

Civil Apparatus who are dismissed due to 

demise; resignation at own request for 

those who are over 45 (forty-five) years 

old and have worked for more than 20 

(twenty) years; affected by streamlining 

organization or government policies; 

inability to work in any position because of 

physical and/or spiritual conditions.” 

 

Honorable Dismissal at Own Request 
The State Civil Apparatus resigning will be 

honorably dismissed as State Civil Apparatus. 

Requests for resignation can be delayed for a 

maximum of 1 (one) or if the relevant State Civil 

Apparatus is still needed for official purposes. 

Deny, chairman of the work unit representative of 

the All Indonesia Workers Union Federation CV. 

Profile states: 

 

"Requests to stop working from employees 

can be rejected due to several reasons, 

namely being in the process of trial for 

allegedly committing criminal offenses; 

violating the discipline of the State Civil 

Apparatus, or are filing administrative 

appeals because they were disciplined." 

 

 They can resign honorably at their request 

and are entitled to retirement benefits. Indonesian 

Government Regulation Number 11 Of 2017 shall 

come into force on the date of promulgation, 

which is 7 April 2017. That is, this Indonesian 

Government Regulation has been in effect 

without waiting for the technical rules to be 

published. Until now, there are no technical 

provisions regarding the honorable dismissal of 

the State Civil Apparatus at its request. 

    It can be concluded that there is a very 

significant disparity regarding the 

implementation of employee pensions based on 

Indonesian Law Number. 13 of 2003 concerning 

“employment,” in which the worker has legal 

protection, albeit less explicitly, to undergo 

retirement according to the age limit stipulated in 

other provisions either in employment 

agreements, company regulations, collective 

labor agreements and or other legal provisions, 

including customs existing in legal 

entities/institutions/companies as employers.  

Meanwhile, the state civil servants or Civil 

Servants (PNS) have a clearer and more firm legal 

umbrella related to the regulation of retirement, 

even early retirement. A 45-of-old civil servant 

who has a 20-of service term can apply for a 

pension. Significant differences also occur in 

pension compensation. From the results of the 

above analysis, it can be concluded that there is a 

very striking DISPARITY in both. Of course, it 

will not be excessive if these conditions have 

occurred for a long time and can result in an 

imbalance in social status and bring about 

disparities in both the Law, pension 

compensation, and social relations between 

private workers and the State Civil Apparatus.  

The state must play a significant role in 

minimizing DISPARITY by maximizing the 

authority of the Indonesian Department of 

Manpower to order each company to register 

work agreements, company regulations, or 

collective labor agreements. This process will be 

more productive with a mechanism whereby the 

“Office of Manpower” prepares and standardizes 

work agreements and verifies the registration of 

company regulations or collective labor 

agreements that will be used by employers to 

workers. Supposedly, in one of the clauses in a 

work agreement, company regulations, or 

standardized work agreement, there must be rules 

governing pensions and retirement age limits and 

serve as Technical and Implementation 

Guidelines. Thus, the supremacy of the rules 

regarding pensions and the retirement age limit 

can be enforced and will automatically minimize 

violations and disputes over employment 

relations so that the state’s goal of creating 

harmonious industrial relations can be realized.  
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This research is in line with research 

conducted by Mounir Rached Prashed (2012) in 

Lebanon on social security and pensions. In 

Lebanon, retirement age is extended to 65 years, 

and retirement age depends on the type of work. 

This regulation was made to create an element of 

justice because not all types of work require high 

expertise or knowledge. Thus, for the type of 

work that does not require high expertise and 

requires strength of workers have a shorter 

retirement age compared to jobs that require high 

expertise.  

In Lebanon, benefits for workers entering 

retirement age are provided in the form of 

“Pension” and health. In this case, the ministry of 

finance is responsible for the pension scheme, and 

the minister of health is responsible for the health 

insurance component [7] This research is also in 

line with D.U’s and Wang Meiyan, in 2010 in 

China. China made a policy to extend the 

retirement age, especially for workers in urban 

areas. The policy considerations for extending the 

retirement age are based on a large number of 

elderly workers and the high unemployment rate. 

Thus, the extension of the retirement age is done 

by hiring elderly workers to work in the informal 

economy sector [8]    

 

CONCLUSION 

 

Article 149 letter d junto 151 paragraph (3) of 

Indonesian Law Number 13 of 2003 concerning 

Employment does not specify a retirement age 

limit. Instead, the retirement age limit is 

stipulated in work agreements, company 

regulations, collective work agreements, or other 

laws and regulations. "The Indonesian 

Department of Manpower" has the right to refuse 

registration of company regulations and 

collective labor agreements if they do not include 

pension and retirement age requirements. 
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